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 al-sunnatul-mutawātirah =  الَسُّنَّةُ الْمُتَ وَاتِّرَة   
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 ditulis: Jārullāh جَارُ الله 

G. Kata Sandang “al-” 
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H. Singkatan 
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saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam  

swt. = subḥānahu wa ta’ālā 

ra. = raḍiyallāhu ‘anhu/ ‘anhuma/ ‘anhum 
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Q.S. = Al-Qur’an Surah 

H.R. = Hadis Riwayat 



 

 

xi 

 

UU = Undang-undang 

M. = Masehi  

H. = Hijriyah  

t.p. = tanpa penerbit  

t.t.p. = tanpa tempat penerbit  

Cet. = cetakan  

t.th. = tanpa tahun  

h. = halaman 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

H  = Hijriah 

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.  = Wafat tahun 

Q.S. …/…: 4 = Quran, Surah …, ayat 4 

 

 

 

 

 

 



 

 

xii 

 

ABSTRAK 

Nama : Restu Arifin 

NIM/NIMKO : 161011108/8581416108 

Judul Skripsi : Jangka Waktu Masa Idah Keabsahan Talak Menurut UU. No. 1 

Tahun 1974 dan Fikih Munakahat 

 

 Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui 

perbedaan jangka waktu masa idah menurut perundang undangan di 

Indonesia yaitu UU. No. 1 Tahun 1974 dan Fikih Munakahat. Permasalahan 

yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; Pertama, bagaimana jangka 

waktu masa idah menurut UU. No. 1 Tahun 1974 dan Fikih Munakahat. 

Kedua, apa dampak yang ditimbulkan karena perbedaan jangka waktu masa 

idah antara UU. No. 1 Tahun 1974 dan Fikih Munakahat. Ketiga, bagaimana 

cara mengimplementasikan dari peredaan perhitungan masa idah antara 

UU. No. 1 Tahun 1974 dan Fikih Munakahat. 

 Untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan di atas, penulis 

menggunakan jenis penelitian library research (penelitian kepustakaan) 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan yuridis normatif. Penulis 

memperoleh data dari buku-buku, dokumen-dokumen, dan data-data dari 

internet yang dapat dipercaya. 

      Hasil penelitian yang ditemukan adalah terdapat perbedaan 

perhitungan awal masa idah pada perceraian antara fikih munakahat dan 

UU. NO. 1 Tahun 1974. Pada fikih munakahat awal masa idah dimulai sejak 

ucapan talak dari suami. Sedangkan pada UU. NO. 1 Tahun 1974 awal masa 

idah dihitung sejak perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. 

Ini berdasarkan pada UU. NO. 1 Tahun 1974 pasal 18 “Perceraian ini terjadi 

terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan”. 

Hal ini memungkinkan akhir masa idah terpaut sangat jauh, yang dapat 

mempengaruhi beberapa hal.  maka ketentuan yang berlaku di Indonesia 

bagi umat Islam yang menyatakan bahwa talak hanya jatuh di Pengadilan 

Agama, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 18 UU. NO. 1 Tahun 1974 

telah sesuai dengan tuntunan Islam. Kemudian setelah kita mengetahui 

kesesuaian antara UU. NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan fikih 

munakahat dalam masalah idah, maka kita diperintahkan untuk mengikuti 

prosedur yang diarahkan oleh Pemerintah kita. Karena tidaklah Pemerintah 

mengatur sedemikian Undang-Undang melainkan untuk kebaikan bersam
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 المستخلص 

 : رستو عارفي   الاسم

 161011108/8581416108:  رقم الطلبة

 وفقه المناكحات   1974سنة  1: مدة العدة لصحة الطلاق حسب الدستور رقم  عنوان البحث 

رقم    إندونيسيا  في  الدستور  حسب  العدة  مدة  فروق  لمعرفة  البحث  هذا  سنة   1يهدف 
وفقه المناكحات. المشاكل التي أثارها الباحث هي: أولا، كم مدة العدة حسب الدستور    1974

سنة    1وفقه المناكحات. ثانيا، ما الآثار من فروق مدة العدة بي الدستور رقم    1974سنة    1رقم  
سنة    1وفقه المناكحات. ثالثا، كيف تطبيق الفروق في حساب مدة العدة بي الدستور رقم  1974
 وفقه المناكحات.  1974

للمشاكل،  إجابات  على  المنهج    للحصول  على  المكتبي  البحث  نوع  الباحث  يستخدم 
النوعي والقانوني المعياري. ويحصل الباحث على بيانات البحث من الكتب، والمستندات، وشبكة  

  الإنترنت الموثوقة.

هناك ثمة فرق في حساب أول مدة العدة في الطلاق بي فقه المناكحات    تشير نتائج الدراسة إلى أن
. أما في فقه المناكحات فيبدأ حساب المدة من تلفظ الزوج بالطلاق، 1974سنة  1والدستور رقم 

يبدأ حساب المدة منذ ذكر الطلاق في المحكمة، بناء على  1974سنة  1وفي الدستور رقم 
"أن الطلاق يقع منذ ذكره في المحكمة". وهذا الأمر   18بنود رقم  1974سنة  1الدستور رقم 

يجعل آخر مدة العدة فرقا بعيدا، قد يؤثر في بعض أمور. فالْكم المقرر للمسلمي في إندونيسيا وهو  
وهو موافق   18بنود رقم  1974سنة  1أن الطلاق إنما يقع في المحكمة فقط كما في الدستور رقم 

عن النكاح وبي فقه   1974سنة  1للشرع. ومن ثم، فإذا عرف وجه التساوي بي الدستور رقم 
التي أرشدت إليها الْكومة، لأنها لا  المناكحات في قضية العدة، فنحن مأمورون بإتباع إجراءات 

تِكم إلا لأجل الجميع.
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BAB I 

  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, baik laki-laki 

maupun perempuan. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan 

perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan sebagai makhluk 

yang memiliki kehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam 

suasana damai, tentram dan kasih sayang antara suami istri. Anak keturunan dari 

hasil yang sah menghiasi kehidupan keluarga, sekaligus merupakan kelangsungan 

hidup manusia secara bersih dan terhormat. 

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fikih disebut dengan dua kata, 

yaitu nikah dan zawaj berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti 

akad.1  Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari hari orang Arab dan 

banyak terdapat dalam Alquran dan hadis Nabi saw. Perkawinan atau pernikahan 

ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Esa.2 Firman Allah swt. Q.S. ar-Rum/30: 21. 

أَن  وَمِّن لِّكَ    ءَايََٰتِّهِّٓۦ  ذََٰ إِّنَّ فيِّ  مَّوَدَّة وَرَحَمةًًۚ  بيَنَكُم  وَجَعَلَ  إِّليَهَا  ل ِّتَسكُنُواْ  أزَوََٰجًا  كُم  أنَفُسِّ م ِّن  لَكُم  خَلَقَ 
   يَ تَ فَكَّرُونَ  ل ِّقَوملَأيََٰت 

Terjemahnya: 

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 

istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 

 
1 Artinya: Nikah/Kawin. Lihat Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-

Indonesia Terlengkap. (Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997) h. 1461.  
2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Pasal 1. 
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tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

bagi kaum yang berfikir.3 

 Langgengnya kehidupan dalam perkawinan merupakan suatu tujuan yang 

diutamakan dalam Islam. Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya 

agar suami istri mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati 

curahan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya sehingga mereka 

tumbuh dengan baik, oleh karena itu bisa dikatakan bahwa ikatan antara suami 

dan istri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh.  Disebutkan dalam Q.S. 

al-Nisa/4: 21 

 وكََيفَ تََخُذُونهَُۥ وَقَد أفَضَىَٰ بعَضُكُم إِّلَىَٰ بعَضٍ وَأَخَذنَ مِّنكُم م ِّيثََٰقًا غَلِّيظاً
Terjemahnya: 

Dan bagaimana kalian mengambilnya dan sungguh sebagian kalian telah 

bergaul kepada sebagian lainnya dan mereka mengambil dari kalian janji 

(akad) yang teguh.4 

Meskipun ikatan ini begitu kuat, namun ikatan ini dapat putus. Dalam fikih 

dan peraturan di Indonesia perkawinan dapat putus karena 2 (dua) hal yaitu 

kematian dan perceraian. Dalam UU. No. 1 Tahun 1974 pasal 41 disebutkan 

apabila hubungan perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: 

1. Memberikan mut’ah5 yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang 

maupun benda.  

 
3  Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, (Bandung: Sygma Publishing, 

2011), h. 406. 
 
4 Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h. 81. 
5  Artinya: Kenikmatan,Kesenangan (Sesuatu yang diberikan kepada isteri yang 

diceraikan). Lihat Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, 

h. 1307. 
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2. Memberi nafkah 6 , maskawin, dan kiswah 7  terhadap bekas istri selama 

dalam masa idah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bāin dan dalam 

keadaan tidak hamil. 

3. Melunasi mahar yang telah terhutang seluruhnya dan separuh apabila 

qabla al dukhul.8 

4. Memberikan biaya Hadanah9 untuk anak-anaknya yang belum mencapai 

umur 21 tahun.  

 Salah satu yang sering dilupakan ketika seorang pria ingin menikahi 

seorang wanita yang baru saja melepaskan tanggung jawabnya sebagai seorang 

istri dari pria lain yaitu idah (masa tangguhan). Idah bermakna perhitungan atau 

sesuatu yang dihitung. Secara bahasa mengandung pengertian hari-hari haid atau 

hari-hari suci pada wanita. Sedangkan secara istilah, idah mengandung arti masa 

menunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian 

dengan suaminya, baik cerai hidup atau cerai mati, dengan tujuan untuk 

mengetahui keadaan rahimnya atau berpikir bagi suami.10 

 Dilihat dari uraian pengertian masa idah di atas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa tujuan idah adalah memastikan kesucian dari rahim wanita dan 

memberikan jangka waktu berfikir bagi suami, yang sebelum habis masa itu 

 
6 Artinya: Biaya, Belanja, Pengeluaran Uang. Lihat Ahmad Warson Munawwir, Kamus 

al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, h. 1449. 
7 Artinya: Pakaian, Baju. Lihat Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-

Indonesia Terlengkap, h. 1210. 
8 Artinya: Perceraian qobla al dukhul adalah perceraian yang dilakukan setelah terjadi 

proses akad nikah yang sah dimana istrinya tersebut ditalak sebelum suaminya tersebut 

berhubungan badan sebagai suami istri.  

http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php? (17 Desember 2019) 
9  Artinya: Mengasuh, Merawat, Pengasuhan Anak-anak. Lihat Ahmad Warson 

Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, h. 274..  
10 Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, Juz 2 (Cet. XIII; Beirūt: Dārul Kitāb al-‘Arabiy, 1987), 

h. 289-290  

http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php
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dilarang untuk dinikahkan. Jika dilihat dari tujuannya idah merupakan sesuatu 

perintah yang sangat penting, karena menyangkut tentang sahnya rujuk, sahnya 

nikah istri dengan suaminya yang baru dan lebih penting lagi tentang penentuan 

nasab anak. 

 Terdapat perbedaan perhitungan awal masa idah pada perceraian antara 

fikih munakahat11 dan UU. NO. 1 Tahun 1974. Pada fikih munakahat awal masa 

idah dimulai sejak ucapan talak dari suami. Sedangkan pada UU. NO. 1 Tahun 

1974 awal masa idah dihitung sejak perceraian itu dinyatakan di depan sidang 

pengadilan. Ini berdasarkan pada UU. NO. 1 Tahun 1974 pasal 18 “Perceraian ini 

terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan”. 

Hal ini memungkinkan akhir masa idah terpaut sangat jauh, yang dapat 

mempengaruhi beberapa hal. Diantaranya: 

1. Akhir masa idah si perempuan 

2. Nafkah si perempuan 

3. Seseorang yang ingin menikahi si perempuan tersebut.  

  Dilihat dari perbedaan tentang konsep perhitungan awal masa idah antara 

fikih munakahat dan UU. NO. 1 Tahun 1974 maka disini penulis merasa penilitian 

tentang “JANGKA WAKTU MASA IDAH KEABSAHAN TALAK 

MENURUT UU. NO. 1 TAHUN 1974 DAN FIKIH MUNAKAHAT” penting 

untuk diteliti. 

 

 

 
11 Berasal dari kata (Obyek) al-Nikah yaitu Kawin. Ahmad Warson Munawwir, Kamus 

al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, h. 1461. 
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B. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan pemaparan di atas maka pokok permasalahan yang akan 

dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana jangka waktu masa idah menurut UU. NO. 1 Tahun 

1974 dan fikih munakahat? 

2. Apa dampak yang ditimbulkan karena perbedaan jangka waktu 

masa idah antara UU. NO 1 Tahun 1974 dan fikih munakahat? 

3. Bagaimana implementasi dari perbedaan perhitungan masa idah 

antara UU. NO. 1 Tahun 1974 dan fikih munakahat di  Indoesia? 

C. Pengertian Judul 

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran terhadap variabel-

variabel atau kata-kata dan istilah-istilah teknis yang terkandung dalam judul 

maka penulis akan jelaskan beberapa hal terkait dengan judul. 

1. Menurut bahasa, kata idah berasal dari kata   َالَْعدَد (bilangan/ hitungan),12      

seorang wanita yang menghitung dan menjumlah hari dari masa haid atau 

masa suci.13 Idah adalah waktu menunggu bagi isteri yang perkawinannya 

putus dengan suami. Pada masa idah ini perempuan belum boleh 

melangsungkan pernikahan kembali dengan laki-laki lain. 

2. Pengertian jangka waktu masa idah adalah ukuran panjang dan pendek 

waktu masa idah dari hari pertama dihitungnya idah sampai hari terakhir. 

 
12 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, h. 903. 

 
13 Ibn Manẓūr, Lisānu al ‘Arab, Jilid III (Beirūt: Dar Sader Publisher), h. 282. 
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3. Pengertian menurut keabsahan talak adalah bahwasanya idah yang dibahas 

pada penelitian ini adalah idah bagi wanita yang putus perkawinannya 

karena perceraian. 

D. Kajian Pustaka 

1. Referensi Penelitian 

a. Kitab Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid. Karya Ἀbū l-

Walīd Muḥammad bin Ἀḥmad bin Rušdi al-Qurtuby yang dikenal 

dengan Ibnu Rusdi, (W 595 H). Kitab Bidāyah al-Mujtahid wa 

Nihāyah al-Muqtaṣid adalah kitab yang lebih menekankan pada 

kaidah-kaidah fikih dan usul fikih yang lekat pada gaya berlogika 

tanpa menafikan landasan tekstualnya, yaitu pembahasan mengenai 

perkataan para ulama tenang ibadah, muamalah dan jinayah dilandasi 

dalil aqli dan naqli dengan metode istinbath hukum. Ibnu Rusdi 

banyak memperkenalkan pendapat mazhab-mazhab yang banyak 

orang menjadikannya sebagai rujukan dalam pengambilan hukum, 

karena di kitab ini Ibnu Rusdi memuat perbedaan pendapat dikalangan 

para ulama, terutama dibidang masa idah. 

b. Kitab Fikih al-Sunah. Karya Sayyid Sābiq, (W 1420 H/ 2000 M). 

Kitab fikih al-Sunah karya syekh Sayyid Sābiq ini merupakan rujukan 

berbagai masalah fikih yang berlandaskan Alquran, sunah, dan ijmak 

ulama, dikupas dari berbagai prespektif dengan landasan yang detail, 

namun tanpa menafikan pendapat-pendapat yang lain. Kitab ini terdiri 

dari lima jilid, adapun jilid yang ketiga berisikan berbagai hal seputar 
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pernikahan (wali dan kedudukannya, hak dan kewajiban suami-istri, 

nafkah, akad nikah, walimah dan sebagainya) 

c. Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan. Karya 

Maria Ulfah Sudabyo, buku ini menjelaskan dengan detail bagaimana 

proses perjuangan untuk mencapai undang-undang perkawinan di 

Indonesia dari sebelum kemerdekaan hingga setelah kemerdekaan, 

masuk didalamnya pula UU. NO. 1 Tahun 1974 yang membahas 

tentang perkawinan, putusnya perkawinan serta jangka waktu masa 

idah. 

d. Sejarah UU. NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pembukuan 

Peran Gender dalam Perspektif Perempuan. Karya Indriaswari Dyah 

Saptaningrum. Buku ini membahas sejarah, asas, serta prinsip dalam 

UU. NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan lebih mendalam dan 

fokus, sehingga sangat cocok digunakan untuk memperdalam dan 

mengenal metode penetapan masa idah menurut UU. NO. 1 Tahun 

1974. 

e. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Karya Abdurrahman. Buku 

karya Abdurrahman ini merupakan buku yang mengumpulkan hukum 

perkawinan, kewarisan, dan perwakafan di Indonesia dalam satu buku 

yang lengkap dengan undang-undang serta pasal-pasalnya. Sehingga 

buku ini menjadi buku yang wajib dimiliki oleh para pelajar atau 

seseorang yang berkutat di dunia hukum.        
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2. Penelitian Terdahulu 

Telaah penelitian terdahulu dibutuhkan untuk memperjelas, 

menegaskan, melihat kelebihan dan kelemahan berbagai teori yang digunakan 

penulis lain dalam pembahasan masalah yang serupa. Selain itu penelitian 

terdahulu perlu disebutkan dalam sebuah hasil kesimpulan oleh penulis dengan 

peneliti yang lain dalam melakukan pembahasan tema yang hampir serupa. 

Beberapa tulisan yang membahas mengenai jangka waktu masa idah 

diantaranya: 

a. Eko Mardiono Ekomardion, dengan judul skripsi “Tanggal Menjadi 

Janda” (Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis bentuk dan format 

akta cerai serta merujuk kembali kepada peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Pada kesimpulan diterangkan bahwa idah dihitung sejak 

tanggal keluarnya akta). 

b. Muhammad Zuhad al-Amin, dengan judul skripsi “Penentun Awal Masa 

Idah dalam Akta Cerai” (penelitian ini dilakukan dengan studi komparatif 

KUA Sumowono dan KUA Tuntang, yang mengumpulkan data dengan 

wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini menujukan 

bahwa KUA Sumowono menggunakan pedoman fikih yaitu masa idah 

dimulai saat suami mengeluarkan kata-kata talak, yang artinya belum 

sesuai dengan peraturan di Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan 

KUA kecamatan Tuntang sudah sesuai dengan peraturan di Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) dimana masa idah dimulai setelah penetapan 

perceraian yang mempunyai hukum tetap. 
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c. Ita Nurul Asna, dengan judul skripsi “Pelanggaran Masa Idah Di 

Masyarakat (Penelitian ini dilakaukan dengan menganalisis pelanggaran-

pelanggaran masa idah pada masyarakat Dusun Gilang, dengan 

mewawancarai 9 perempuan yang pernah mengajukan cerai gugat. 

Mereka belum menyelesaikan masa idah sudah melaksanakan 

perkawinan dengan laki-laki lain. Penulis menyebutkan bahwasanya 

faktor penyebab terjadinya pelanggaran ini adalah disebabkan kurangnya 

pengetahuan tentang hukum Islam dan hukum positif serta tokoh agama 

yang kurang berperan dalam membimbing masyarakat.) 

Tulisan di atas menjelaskan tentang masalah penentuan masa idah dari 

berbagai tinjauan. Adapun penulisan yang saya lakukan akan berbeda dengan 

beberapa penulisan di atas karena dalam penulisan ini, saya akan 

menyebutkan beberapa pendapat ulama mazhab yang berkaitan dengan 

pembahasan idah secara umum terkhusus idah cerai. 

E. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif 

kualitatif (non-statistik). Kualitatif adalah suatu jenis penelitian 

yang mengambil sumber data dari buku-buku dan perpustakaan 

(library research) 

Secara definitif, library research adalah penelitian yang dilakukan 

di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam 

literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan. 
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Sedangkan deskriptif adalah menggambarkan apa adanya suatu 

tema yang akan dipaparkan.14 

2. Metode Pendekatan  

a. Yuridis dan Normatif. Yuridis adalah berupaya mengkaji 

hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang 

berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap 

orang. Normatif yaitu metode pendekatan yang mengkaji 

masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang 

terkandung dalam suatu hukum.15  Hukum yang dimaksud 

dalam hal ini adalah hukum islam yang bersumber dari 

Alquran dan hadis serta kaidah hukum Islam yang relevan 

dan sesuai dengan masalah tersebut. 

b. Comparative approach 

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan 

hukum ataupun putusan pengadilan di suatu negara dengan 

peraturan hukum di negara lain (dapat 1 negara atau lebih), 

namun haruslah mengenai hal yang sama.  

3. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis 

penggolongannya ke dalam penelitian perpustakaan (library 

research), maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang 

 
14 Masyuri dan M, Zainuddin, Metodologi Penelitian, (Bandung: Refika Aditama, 2008), 

h. 50. Diakses pada tanggal 10 november 2019 
15 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (t. Cet.; Bandung: PT. Citra 

Aditya Bakti, 2004), hal. 52.  
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dibutuhkan adalah data-data yang diperoleh dari perpustakaan melalui 

penelusuran terhadap buku-buku lieratur, baik yang bersifat primer 

ataupun yang bersifat sekunder.16 

a. Sumber data primer 

Sumber data primer merupakan literatur yang dikarang oleh 

ulama dan penulis buku dalam masa idah. Diantara sumber 

data primer adalah kitab Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul 

Muq’taṣid karangan Ibn Rusyd al-Qutubi, Fikih al-Sunah 

karangan Sayyid Sābiq, Sejarah UU. NO. 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan dan Pembukuan Peran Gender dalam 

Perspekif  Perempuan karya Indriaswari Dyah 

Saptaningrum, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 

karangan Abdurrahman. 

b. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder antara lain mencakup dokumen-

dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud 

laporan dan sebagainya. 

4. Analisis Data 

                                 Analisis data merupakan upaya untuk menata dan 

mendeskripsikan data secara sistematis guna mempermudah penelitian 

dan meningkatkan pemahaman terhadap objek yang sedang diteliti.17 

 
16  Suharsimi Arikunto, ProsedurPenelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2006), h. 129. 
17 Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian,(Yogyakarta: Rekesarasin, 1989), hal. 183. 
 



 

12 

 
 

                    Dalam menganalisis data, penyusunan menggunakan metode 

kualitatif. Metode ini merupakan penelitian yang fokus pada 

pengamatan fenomena mendalam. Oleh karenanya, penggunaan 

metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas 

suatu fenomena yang komprehensif.18 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:  

a. Untuk mengetahui jangka waktu masa idah menurut UU. NO. 1 Tahun 

1974 dan fikih munakahat. 

b. Untuk memahami dampak perbedaan jangka waktu masa idah antara 

UU NO. 1 Tahun 1974 dan fikih munakahat. 

c. Agar kita bisa menyikapi perbedaan tersebut. 

2. Kegunaan Penelitian  

Adapun kegunaan yang penulis harapkan dari penelitian ini, 

diantaranya adalah sebagai berikut:  

a. Secara Teoritis 

Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya wacana keilmuan 

dalam bidang hukum Islam dan juga menambah bahan pustaka bagi 

Sekolah Tinggi Ilmu Islam Dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar 

khususnya dalam masalah idah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

 
 
18  Kemenkeu, “Memahami Penelitian Kualitatif”, Official Website Kemenkeu, 

http://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami Metode Penelitian Kualitatif.html 

(9 Desember 2019).  
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memberi pemahaman baru yang lebih komprehensif mengenai jangka 

waktu masa idah. 

 

b. Secara Praktis 

1) Secara praktis manfaat penelitian ini sebagai sumbangan ilmu 

pengetahuan pada umumnya dan sebagai sumbangan ilmu 

hukum islam pada khususnya, terutama terhadap masalah 

berkaitan dengan idah. 

2) Sebagai sumbangan pemikiran kepada para pihak yang terkait 

dengan jangka waktu masa idah. 
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G. KERANGKA ISI (OUTLINE) 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Rumusan Masalah 

C. Pengertian Judul 

D. Kajian Pustaka 

E. Metodologi Penelitian 

F. Tujuan dan Kegunaan 

G. Kerangka Isi (outline) 

H. Daftar Pustaka  

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG IDAH 

A. Pengertian Idah 

B. Dasar Hukum 

C. Tujuan dan Hikmah Idah  

D. Macam-Macam dan Perhitungan Idah  

E. Hal-Hal Yang Dilarang Bagi Wanita Saat Masa Idah 

BAB III METODE PENETAPAN MASA IDAH DALAM UU. NO. 1 TAHUN 

1974 

A. Sejarah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 

B. Prinsip dan Asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

C. Metode Penetapan Masa Idah Dalam UU. NO. 1 Tahun 1974 

BAB IV ANALISIS JANGKA WAKTU MASA IDAH MENURUT UU. NO. 1 

TAHUN 1974 DAN FIKIH MUNAKAHAT  
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A. Penentuan Jangka Waktu Masa Idah Menurut Fikih Munakahat 

B. Penentuan Jangka Waktu Masa Idah Menurut UU. NO. 1 Tahun 1974 

C. Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perbedaan Perhitungan Jangka Waktu 

masa Idah Menurut UU. NO. 1 Tahun 1974 dan Fikih Munakahat 

D. Implementasi UU. NO. 1 Tahun 1974 dan Fikih Munakahat dalam Hal 

Idah 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Implikasi Penelitian
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG IDAH 

 

A. Pengertian Idah 

     Secara etimologi idah diambil dari kata  ِالْعدَدَِ وَ الِإحْصَاء 

yang bermakna hari-hari haid atau hari-hari suci pada wanita. Sedangkan 

secara terminologi, idah mengandung arti masa menunggu bagi wanita 

untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan 

suaminya, baik cerai hidup atau cerai mati, dengan tujuan untuk 

mengetahui keadaan rahimnya atau be rpikir bagi suami.19 

Abdul Aziz ‘Izzat Abdul Jalil Hasan dalam bukunya Ta’rifat fi 

Mushtholahat fi Lughat Mu’ashirah, halaman 55 menyusun definisi idah 

sbagai berikut: 

 

  وْ اَ   احِّ كَ الن ِّ   رِّ خآ  نْ قي مِّ ا بَ مَ   اءِّ ضَ نقَ لاِّ ة  قَ رْ فِّ الْ   بَ قِّ ا عَ هَ ارَ تظَ انْ   يْ ا أَ هَ صُ بُّ ترَ   ةُ أَ رْ مَ الْ   مُ زِّ يلْ   ة  دَّ عاً : مُ رْ وشَ  

  .هِّ هتِّ بْ شُ 

Artinya: 

Menurut syarak Idah adalah: “masa tunggu yang harus dilalui oleh setiap 

perempuan sebagai akibat dari berakhirnya pernikahan dan 

pengaruhnya”.  

 
19 Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, Juz 2 (Cet. XIII; Beirūt: Dārul Kitāb al-‘Arabiy, 

1987), h. 289-290 
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Pengertian secara terminologi (kajian fikih) idah dalam pandangan ulama 

mazhab Syafii dan mazhab Maliki sebagai mana disebutkan di dalam 

kitab Fath al-Mu’in Al- Zuhaili (Jilid 7, 1989: 625) dengan redaksi yang 

singkat, padat, dan lugas :  

 

َ عْرِّفَةِّ برَ اءَ ةِّ رَحمِّ هَا  ة  ترَ بَّصُ فِّيْهَ ا الْمَرْأةَُ لِِّ عِّهَا  أوَْ   مِّنَ الْْمْلِّ أوَْ لِّتَعَ بُّدِّ   مُدَّ عَلَى    لِّتَ فْجِّ

 . زَوْجٍ مَاتَ 

Artinya: 

Masa idah adalah masa menunggu/menahan diri oleh seorang 

perempuan/isteri untuk mengetahui kosongnya rahim yang bersangkutan 

dari kondisi hamil atau sebagai ibadah atau untuk menyatakan suasana 

hatinya yang sedang sedih karena meninggalnya suaminya.  

            Sementara itu, Ibnu al-Humam, salah satu tokoh ulama dari 

mazhab Hanafi, di dalam bukunya Syarh Fath al-Qodir Jilid 4 (1995: 

275) menyusun definisi idah dengan redaksi 

  لدُّ خوْ لِّ  ترَ بُّص  يلْزِّمُ  الْمَرْ أةََ عِّنْدَ زوَالِّ الن ِّكَاحِّ الْمُتَأَكَّدِّ  

Masa  idah adalah masa singkat untuk menahan diri yang harus dilakukan 

oleh seorang isteri (yang ditalak) ketika putusnya ikatan perkawinan 

yang antara suami dan isteri tersebut sudah pernah terjadi hubungan 
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badan. Definisi yang singkat ini sesungguhnya mengandung isi yang 

padat dan mencakup berbagai dimensi. 

 

            Kedua definisi di atas memberi pemahaman bahwa idah adalah 

masa menunggu bagi seorang isteri yang mengalami putus perkawinan, 

baik karena dicerai suami atau pun karena yang bersangkutan minta 

diceraikan oleh suaminya atau oleh Hakim melalui sidang di Pengadilan, 

maupun karena ditinggal mati oleh suami. Idah ada karena putusnya 

perkawinan dengan syarat sudah terjadi hubungan badan antara suami 

isteri itu. Putusnya perkawinan, baik karena cerai hidup maupun karena 

kematian sang suami, apapun penyebab dan alasannya akan 

mengakibatkan adanya idah. 

B. Dasar Hukum 

     Aturan idah ditujukan bagi perempuan yang bercerai dari suaminya, 

tidak ditujukan bagi laki-laki atau suami. Perempuan yang dicerai suami 

dalam bentuk apapun, cerai mati atau hidup, sedang hamil atau tidak, 

masih berhaid atau tidak, wajib menjalani idah. Seluruh imam mazhab 

sepakat atas wajibnya idah, landasan dasarnya terdapat pada Al-Qur’an 

dan hadis Nabi saw.20 

a. Dasar hukum dari Al-Qur’an. 

1. Q.S. al-Baqarah/2: 228. 

 
20 Abdullah bin Abdirrahman al-Bassam, Taudihul Ahkam bi Syarhi Bulughil Maram 

jilid 5 (Cet. XIII; Mesir: Dār Alamiyyah 1987), hal. 561.     
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قُ رُوءًۚ  ثةََ  ثَ لََٰ هِّنَّ  نَفُسِّ يَتَربََّصنَ بِِّ تُ  طلََّقََٰ
ُ
فيِّ    خَلَقَ   مَا  يَكتُمنَ   أَن  لََنَُّ   يحِّلُّ   وَلَا   وَٱلم  ُ ٱللََّّ

إِّن   لِّكَ  ذََٰ فيِّ  بِّرَد ِّهِّنَّ  أَحَقُّ  وَبُ عُولتَُ هُنَّ  رًِّۚ  ٱلأخِّ وَٱليَومِّ  بِّٱللََِّّّ  يؤُمِّنَّ  كُنَّ  إِّن  أرَحَامِّهِّنَّ 
 وَلِّلر ِّجَالِّ عَلَيهِّنَّ دَرَجَة    مِّثلُ   وَلََنَُّ   اًۚ أرَاَدُواْ إِّصلََٰح

عرُوفًِّۚ
َ
ُ عَزِّيز   وَ   ٱلَّذِّي عَلَيهِّنَّ بِّٱلم ٱللََّّ

  حَكِّيم  
 

 

Terjemahnya:  

Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri 

(menunggu) tiga kali qurū. Tidak boleh mereka 

menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam 

rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari 

akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam 

masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki 

iṣlāh.21 Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang 

dengan kewajibannya menurut cara yang ma´rūf.22 Akan 

tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan 

daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana.23 

 

2. Q.S. al-Baqarah/2: 234. 

مِّنكُم   يُ تَ وَفَّونَ  أزَوََٰجوَٱلَّذِّينَ  هِّنَّ   يَتَربََّصنَ   اوَيذََرُونَ  نَفُسِّ   فإَِّذَا  وَعَشرا    أَشهُر  أرَبَ عَةَ   بِِّ
هِّنَّ   فيِّ   فَ عَلنَ   فِّيمَا  عَلَيكُم  جُنَاحَ   فَلَا   أَجَلَهُنَّ   بَ لَغنَ  اَ تعَمَلُونَ  بِّ   أنَفُسِّ ُ بِِّ عرُوفِّ  وَٱللََّّ

َ
ٱلم

 خَبِّير  
Terjemahnya: 

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan 

meninggalkan istri-istri (hendaklah para isteri itu) 

menangguhkan dirinya (beridah) empat bulan sepuluh 

hari. Kemudian apabila telah habis idahnya, maka tiada 

dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat 

terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah 

mengetahui apa yang kamu perbuat.24 

 

 
21 Perbaikan. Lihat Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia 

Terlengkap, h. 789. 
22 Cara Yang baik, Dikenal, Diketahui. Lihat Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-

Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, h. 921. 
23 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 36.  
24 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 38. 
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3. Q.S. al-Baqarah/2: 235.   

طبَةِّ مِّن     ۦبِّهِّ   عَرَّضتُم  فِّيمَا  كُموَلَا جُنَاحَ عَلَي كُم  فيِّ  أَكنَنتُمأوَ    ءِّ ٱلن ِّسَا  خِّ   عَلِّمَ   ۚ  أنَفُسِّ
أنََّكُم    ُ رًّا  تُ وَاعِّدُوهُنَّ   لاَّ   وَلََٰكِّن  سَتَذكُرُونَهنَُّ ٱللََّّ  وَلَا   ۚ  مَّعرُوفا  قَولا  تَ قُولُواْ   أَن  إِّلاَّ   سِّ

كُم فيِّ  مَا لَمُ أَنَّ ٱللَََّّ يعَ لَمُواْ وَٱع  ۥأَجَلَهُ  كِّتََٰبُ ٱل  لُغَ ٱلن ِّكَاحِّ حَتَََّّٰ يبَ دَةَ قعُ   تعَزِّمُواْ   ۚ  أنَفُسِّ
   ۚ  أَنَّ ٱللَََّّ غَفُور  حَلِّيم  لَمُواْ وَٱع ۚ  ذَرُوهُ ٱحفَ 

Terjemahnya: 

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita 

itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan 

(keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah 

mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, 

dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin 

dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar 

mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma´ruf. 

Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk 

berakad nikah, sebelum habis idahnya. Dan ketahuilah 

bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam 

hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa 

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.25 

4. Q.S. at-Thalaq/ 65: 1 

ُّ  أيَ ُّهَا يَ  ةَ  وَأَحْصُوا لِّعِّدَّتِِِّّنَّ  فَطلَ ِّقُوهُنَّ  الن ِّسَاءَ  طلََّقْتُمُ  إِّذَا النَّبيِّ  ۚ   ربََّكُمْ  اللَََّّ  وَات َّقُوا ۚ   الْعِّدَّ
شَةٍ  يََتِّْيَ  أَنْ  إِّلاَّ  يََْرُجْنَ  وَلَا  بُ يُوتِِِّّنَّ  مِّنْ  تُُْرِّجُوهُنَّ  لَا   اللََِّّّ  حُدُودُ  وَتِّلْكَ  ۚ   مُبَ ي ِّنَةٍ  بِّفَاحِّ
لِّكَ  بَ عْدَ  يُحْدِّثُ  اللَََّّ  لَعَلَّ  تَدْرِّي لَا  ۚ   نَ فْسَهُ  ظلََمَ  فَ قَدْ  اللََِّّّ  حُدُودَ  يَ تَ عَدَّ  وَمَنْ  ۚ    أمَْرً  ذََٰ

 

Terjemahnya: 

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka 

hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka 

dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah 

waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allâh Rabbmu. 

Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan 

janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka 

mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-

hukum Allâh, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim 

terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui 

 
25 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 38. 
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barangkali Allâh Mengadakan sesudah itu sesuatu hal 

yang baru.26 

 

5. Q.S. al-Talāq/65: 2. 

كُوهُنَّ   أَجَلَهُنَّ   نَ فإَِّذَا بلَغ عَرُوفٍ   فأََمسِّ عَرُوف  فاَرِّقُوهُنَّ   أوَ  بِِّ   عَدل   ذَوَي  وَأَشهِّدُواْ   بِِّ
دَةَ للََِِّّّّ   وَأقَِّيمُواْ   م ِّنكُم لِّكُم  ۚ  ٱلشَّهََٰ رِّ ٱلأ  يَومِّ ٱللََِّّّ وَٱلبِّ   مِّنُ مَن كَانَ يؤُ    ۦبِّهِّ   يوُعَظُ   ذََٰ   ۚ  خِّ

   رجَمَ   ۥوَمَن يتَّقِّ ٱللَََّّ يَجعَل لَّهُ 
Terjemahnya: 

Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka 

rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka 

dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi 

yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan 

kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran 

dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari 

akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia 

akan mengadakan baginya jalan keluar.27 

6. Q.S. al-Talāq/65: 4. 

أَشهُر   ثةَُ  ثَ لََٰ تُِنَُّ  فَعِّدَّ ٱرتبَتُم  إِّنِّ  ن ِّسَائِّكُم  مِّن  يضِّ  حِّ
َ
ٱلم مِّنَ  يئَِّسنَ  لَِ  وَ وَٱلََّٰ ي  ٱلََّٰ ِّي 

  مِّن   ۥٱللَََّّ يَجعَل لَّهُ   يَ تَّقِّ   وَمَن  ۚ  الِّ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعنَ حَملَهُنَّ ٱلَأحمَ   وَأوُْلََٰتُ   ۚ  يحِّضنَ 
 ا ر يسُ  ۦأمَرِّهِّ 

 

Terjemahnya:  

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi 

(monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika 

kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya), maka masa idah 

mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-

perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan 

yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka 

melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang 

bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya 

kemudahan dalam urusannya.28 

 

7. Q.S. al-Ahzab/33: 49 

 
 

26 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 558. 
2727 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 558 
28 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 558. 
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ُؤمِّنَ َٰتِّ ثُمَّ طلََّقتُمُوهُنَّ مِّن قبَلِّ أَن تََسَُّوهُنَّ فَمَا  
أيَ ُّهَا ٱلَّذِّينَ ءَامَنُ وٰۤ إِّذَا نَكَحتُمُ ٱلم

يَ َٰٰۤ
ة تعَتَدُّونَهاَ فَمَت ِّعُوهُنَّ وَسَر ِّحُوهُنَّ سَرَاح جَِّيلا الَكُم عَلَيهِّنَّ مِّن عِّدَّ   

 Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi 

perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu 

ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka 

sekali-sekali tidak wajib atas mereka idah bagimu yang 

kamu minta menyempurnakannya.”29 

 

b. Dasar hukum dari hadis Nabi saw. 

 

1. Hadis yang disampaikan Aisyah ra. menurut riwayat Ibnu Majah. 

 

ُ برَِّيْرةَ أَنْ تَ عْتَدُ بِّثَلَا ثِّ حَيْضٍ...)اِّبْنُ مَاجَهِّ(أ مَرَ الن بيِّ  

Artinya : 

  Nabi saw. menyuruh Barirah untuk beridah selama tiga 

kali haid.30 

2. Hadis yang disampaikan Umar ra. 

نِّيَْ   عَنْ عُمَرَ رَضِّيَ اللهُ عَنْهُ فيِّ امْرَاةَِّ الْمَفْقُوْدِّ تَ ن ْتَظِّرُ ارَْبعََ سِّ  
ثُمَّ تَ عْتَدُّ ارَْبَ عَةَ اشَْهُروٍَ عَشْرًا...)رَوَاهُ مَالِّكُ(   

Artinya: 

 Dari Umar ra. berkata: bagi perempuan yang kehilangan 

suaminya dan ia tidak mengetahui dimana suaminya 

berada, sesungguhnya perempuan itu wajib menunggu 

empat tahun, kemudian hendaklah ia beridah empat bulan 

sepuluh hari.31 

 

3. Hadis yang disampaikan Ummu Salamah ra. 

عَةُ  لََاَ يُ قَالُ  أَسْلَمَ  مِّنْ  امْرأَةًَ  أَنَّ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِّ  اللََُّّ  صَلَّى النَّبيِّ ِّ  زَوْجِّ  سَلَمَةَ  أمُ ِّ   عَنْ   سُبَ ي ْ
هَا تَِْتَ  كَانَتْ  َ  زَوْجِّ  أَنْ  فَأبََتْ  بَ عْكَكٍ  بْنُ  السَّنَابِّلِّ  أبَوُ فَخَطبََ هَا  حُب ْلَى وَهِّيَ  عَن ْهَا تُ وُفي ِّ
يهِّ  أَنْ  يَصْلُحُ  مَا وَاللََِّّّ  فَ قَالَ  تَ نْكِّحَهُ  رَ  تَ عْتَد ِّي حَتََّّ  تَ نْكِّحِّ  مِّنْ  قَرِّيبًا فَمَكُثَتْ  الْأَجَلَيِّْ  آخِّ
َّ  جَاءَتْ  ثُمَّ  ليََالٍ  عَشْرِّ  ي فَ قَالَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِّ  اللََُّّ  صَلَّى النَّبيِّ   انْكِّحِّ

 
29 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.424 
30 Abū Abdillah Muhammad bin Yazid al-Rabbiyi Ibnu Mājah, Sunan Ibnu Mājah 

(Cet.I; Riyād: Dārussalam, 1999). No. 2077, h.298.  
31 Imam Mālik bin Anas, al-Muwatta juz 1 (Cet. III; Beirūt: Al-Resalah, 1998). No. 

1650, h. 252. 
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Artinya: 

Dari Ummu Salamah istri Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam 

bahwasanya seorang wanita dari Aslam bernama Subai’ah 

ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Lalu Abu 

Sanâbil bin Ba’kak melamarnya, namun ia menolak menikah 

dengannya. Ada yang berkata, “Demi Allâh, dia tidak boleh 

menikah dengannya hingga menjalani masa idah yang paling 

panjang dari dua masa idah. Setelah sepuluh malam berlalu, ia 

mendatangi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan Nabi 

Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Menikahlah!”32 

 

 

C. Tujuan dan Hikmah Idah  

Diantara Tujuan dan Hikmah yang ada di dalam konsep idah adalah 

sebagai berikut: 

1. Memberi kesempatan yang cukup bagi kedua belah pihak untuk  

kembali merajut ikatan perkawinan yang sebelumnya terberai. Karena  

terkadang rasa sesal datang dikemudian hari sehingga masa idah  

menjadi ajang mereview  keputusan bercerai.  

2. Terdapat nilai-nilai transendental berupa ajaran agama yang bernuansa  

ibadah (ta’abbudi).  

3. Agar istri dapat merasakan kesedihan yang dialami oleh keluarga  

suaminya dan juga anak-anak mereka serta menepati permintaan 

suami.  

Hal ini jika idah tersebut dikarenakan oleh kematian suami.   

4. Mengetahui dan menjaga keberadaan rahim agar tidak terjadi 

campuran  

 
32 Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin al-Bardizbah, 

Sahih al-Bukhari. no. 4906. 
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sperma antara dua pria yang kelak dapat mengakibatkan kerancuan  

nasab sang anak.     

5. Mengagungkan urusan nikah, karena ia tidak sempurna kecuali dengan  

terkumpulnya kaum laki-laki dan tidak melepas kecuali dengan  

penantian yang lama. 

6. Untuk memastikan apakah wanita yang dicerai tersebut sedang hamil 

atau tidak. 

7. Masa idah disyari’atkan untuk menjaga hak janin berupa nafkah dan 

lainnya apabila wanita yang dicerai sedang hamil33. 

D. Macam-Macam dan Perhitungan Idah 

         Masa idah diwajibkan pada semua wanita yang berpisah dari 

suaminya dengan sebab talak, khuluk, faskh, atau ditinggal mati, dengan 

syarat sang suami telah melakukan hubungan suami istri dengannya.34 

Berarti, wanita yang dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum 

digauli, maka dia tidak memiliki masa idah. Allah Azza wa Jalla 

berfirman Q.S al ahzab/33:49  

ُؤمِّنَ َٰتِّ ثُمَّ طلََّقتُمُوهُنَّ مِّن قبَلِّ أَن تََسَُّوهُنَّ فَمَا  
أيَ ُّهَا ٱلَّذِّينَ ءَامَنُ وٰۤ إِّذَا نَكَحتُمُ ٱلم

يَ َٰٰۤ
ة تعَتَدُّونَهاَ فَمَت ِّعُوهُ  جَِّيلا انَّ وَسَر ِّحُوهُنَّ سَرَاحلَكُم عَلَيهِّنَّ مِّن عِّدَّ   

 

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi 

perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan 

mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak 

 
33 Sholih bin Fauzan Al- Fauzan, Al-Mulakhash al-Fiqhi, jild 2(Cet I; Mesir: Dar 

Alamiyyah, 2015) hal. 419. 
34 Sholih bin Fauzan Al- Fauzan Al-Mulakhash al-Fiqhi, jild 2 hal. 420 
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wajib atas mereka idah bagimu yang kamu minta 

menyempurnakannya.”35 

 

         Berdasarkan keterangan di atas masalah idah ini dapat dirinci sebagai 

berikut: 

1. Idah karena perceraian  

a. Wanita yang masih haid. 

           Dalam keadaan ini idahnya adalah tiga kali menstruasi.  

1. Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 228  

 
تُ يَتَربََّصنَ   طلََّقََٰ

ُ
ثةََ قُ رُوءوَٱلم هِّنَّ ثَ لََٰ نَفُسِّ ُ فيِّ    خَلَقَ   مَا  يَكتُمنَ   أَن  لََنَُّ   يحِّلُّ   وَلَا   ۚ  بِِّ ٱللََّّ

رِّ  لِّكَ إِّن  أَحَقُّ   وَبُ عُولتَُ هُنَّ   ۚ  أرَحَامِّهِّنَّ إِّن كُنَّ يؤُمِّنَّ بِّٱللََِّّّ وَٱليَومِّ ٱلأخِّ  بِّرَد ِّهِّنَّ فيِّ ذََٰ
إِّصلََٰح عرُوفِّ   مِّثلُ   وَلََنَُّ   ۚ  اأرَاَدُواْ 

َ
بِّٱلم عَلَيهِّنَّ  دَرَجَةعَلَي  وَلِّلر ِّجَالِّ   ۚ  ٱلَّذِّي   ۚ  هِّنَّ 

ُ عَزِّيز  حَكِّيم   وَ    ٱللََّّ
 

Terjemahnya:  

Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) 

tiga kali qurū. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang 

diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada 

Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya 

dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki 

iṣlāh. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan 

kewajibannya menurut cara yang ma´rūf. Akan tetapi para suami, 

mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan 

Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.36 

 

Kata qurū disini lebih tepat diartikan dengan haid,  

bukan suci. Makna ini dikuatkan sebuah hadis Aisyah. r.a. 
 

35 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.424 
36 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 36.  
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لا  فَ   كِّ ؤَ رُ ى ق ُ تَ ا أَ ذَ إِّ ي! فَ رِّ ظُ نْ ، أُ ضٍ يْ حَ لاث ِّ ثَ تعتد بِّ  نْ أَ   ةَ رَ ي ْ رَ ب ُ   تُ رْ مَ : أَ تْ الَ ا قَ هَ ن ْ عَ  اللهُ  يَ ضِّ رَ   ةَ شَ ائِّ عَ   نْ عَ  
 ء )رواه النسآئى(   رُ قُ  الْ إلَى ء ِّ رُ قُ الْ  يَْ ا بَ ي مَ ل ِّ صَ  ي ثُمَّ رِّ هُ طْ تَ ف َ  كِّ ؤَ رُ ق ُ  مرَّ ا َ ذَ إِّ ي وَ ل ِّ صَ تُ 

 

Artinya: 

dari ‘Aisyah ra. dia berkata: aku menyuruh Buroiroh untuk beridah 

selama tiga kali haid. “Perhatikan! apa bila datang qurū [haid] mu maka 

jangan engkau solat dan apabila berlalu qurū [haid] mu maka bersucilah 

[mandilah] kemudian solatlah diantara qurū [haid] dengan qurū [haid] 

berikutnya” [HR. al-Nasa`i]. 

 

Aisyah menceritakan, ”Sesungguhnya Ummu Habibah tengah mengalami 

pendarahan(istihadah/ darah penyakit). Dia lalu bertanya kepada Rasulullah saw 

dan beliau menyuruhnya untuk meninggalkan shalat pada hari-hari 

quru’nya(haidnya).37 

b. Wanita yang tidak haid seperti anak kecil yang belum menstruasi atau 

perempuan dewasa yang sudah menopause. Masa idah bagi perempuan 

seperti ini adalah selama tiga bulan, Seperti dijelaskan Allah dalam 

FimanNya Q.S. al-Talāq/65: 4. 

ثةَُ أَشهُر  يضِّ مِّن ن ِّسَائِّكُم إِّنِّ ٱرتبَتُم فَعِّدَّتُِنَُّ ثَ لََٰ حِّ
َ
  وَٱلََّٰ ِّي يئَِّسنَ مِّنَ ٱلم

 

Terjemahnya:  

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di 

antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang 

masa idahnya), maka masa idah mereka adalah tiga bulan.38 

 

c. Wanita hamil 

 
37 Muhammad Nashiruddin Al albani, Shahih Sunan Abu Daud jild 2 (Cet I ; Mesir: 

Pustaka Azzam, 2011) no 252. 
38 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 558. 
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Masa idah baginya adalah sampai melahirkan kandungannya. Allah 

Swt berfirman Q.S. al-Talāq/65: 4. 

 وَمَن يَ تَّقِّ ٱللَََّّ يَجعَل لَّهُۥ وَ 
ًۚ
ٱلََّٰ ِّي لَِ يحِّضنًَۚ وَأوُْلََٰتُ ٱلَأحَمالِّ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعنَ حَملَهُنَّ

 ا أمَرِّهِّۦ يسُر مِّن 

Terjemahnya:  

dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. 

Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka 

itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan 

barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah 

menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.39 

 

d. Wanita yang keluar darah istihadah 

Wanita yang keluar darah istihadah memiliki masa idah sama dengan 

wanita haid. Kemudian bila ia memiliki kebiasaan haid yang teratur 

maka wajib baginya untuk memperhatikan kebiasaannya dalam haid dan 

sucinya. Apabila telah berlalu tiga kali haid maka selesailah idahnya.40 

2. Idah karena kematian  

          Dalam kasus ini ada dua kemungkinan yang dapat terjadi, yaitu:  

a. Perempuan yang ditinggal mati suaminya itu tidak dalam keadaan hamil. 

Masa idah baginya adalah empat bulan sepuluh hari, baik dia telah 

melakukan hubungan badan dengan suaminya yang telah meninggal itu 

maupun belum. Allah Swt berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 234. 

 
39 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 558. 
40 Sholih bin Fauzan Al- Fauzan, Mausuatul Fiqhiyah al-Muyassarah jilid 5 hal.392  
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أزَوََٰج وَيذََرُونَ  مِّنكُم  يُ تَ وَفَّونَ  هِّنَّ   يَتَربََّصنَ   اوَٱلَّذِّينَ  نَفُسِّ   فإَِّذَا  وَعَشرا    أَشهُر  أرَبَ عَةَ   بِِّ
هِّنَّ   فيِّ   فَ عَلنَ   فِّيمَا  عَلَيكُم  جُنَاحَ   فَلَا   أَجَلَهُنَّ   بَ لَغنَ  اَ تعَمَلُونَ  بِّ   أنَفُسِّ ُ بِِّ عرُوفِّ  وَٱللََّّ

َ
ٱلم

  ٤خَبِّير 

Terjemahnya: 

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan 

meninggalkan istri-istri (hendaklah para isteri itu) 

menangguhkan dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. 

Kemudian apabila telah habis idahnya, maka tiada dosa 

bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap 

diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang 

kamu perbuat.41 

 

b) Perempuan yang ditinggal mati suaminya itu dalam keadaan hamil.  

Masa idah baginya adalah sampai dia melahirkan kandungannya.  

Allah Swt berfirman dalam Q.S. al-Talāq/65: 4. 

 وَمَن يَ تَّقِّ ٱللَََّّ يَجعَل لَّهُۥ وَ 
ًۚ
ٱلََّٰ ي لَِ يحِّضنًَۚ وَأوُْلََٰتُ ٱلَأحَمالِّ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعنَ حَملَهُنَّ

 ا مِّن أمَرِّهِّۦ يسُر 

Terjemahnya:  

dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan 

perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu 

ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -

siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan 

baginya kemudahan dalam urusannya.42 

 

3.Wanita yang melakukan gugat cerai (khuluk) 

          Wanita yang berpisah dengan sebab gugat cerai, masa idahnya sekali 

haid43, sebagaimana ditunjukan oleh beberapa hadis dibawah ini: 

 
41 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 38. 
42 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 558. 
43 Sholih bin Fauzan Al- Fauzan, Mausuatul Fiqhiyah al-Muyassarah jilid 5 hal.392 
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هَا مِّنْ  اخْتَ لَعَتْ  قَ يْسٍ  بْنِّ  ثَابِّتِّ  امْرأَةََ  أَنَّ  عَبَّاسٍ  ابْنِّ  عَنْ   وَسَلَّمَ  عَلَيْهِّ  اللََُّّ  صَلَّى النَّبيِّ ِّ  عَهْدِّ  عَلَى زَوْجِّ
ُّ  فَأَمَرَهَا َيْضَةٍ  تَ عْتَدَّ  أَنْ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِّ  اللََُّّ  صَلَّى النَّبيِّ   بِِّ

Artinya: 

Dari Ibnu Abbâs radhiyallahu anhuma bahwa istri Tsabit bin Qais menggugat 

cerai dari suaminya pada zaman Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkannya untuk menunggu sekali haid.44  

 

Juga hadits yang berbunyi :  

اَ بْنِّ  مُعَو ِّذِّ  بِّنْتِّ  الرُّبَ ي ِّعِّ  عَنْ  ُّ  فَأَمَرَهَا وَسَلَّمَ  عَلَيْهِّ  اللََُّّ  صَلَّى النَّبيِّ ِّ  عَهْدِّ  عَلَى اخْتَ لَعَتْ  عَفْرَاءأََنهَّ  صَلَّى النَّبيِّ
َيْضَةٍ  تَ عْتَدَّ  أَنْ  أمُِّرَتْ  أوَْ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِّ  اللََُّّ    بِِّ

Artinya: 

Dari ar-Rubayyi’ bintu Mu’awwidz bin ‘Afra’ bahwa beliau mengajukan gugat 

cerai di zaman Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu Rasûlullâh Shallallahu 

‘alaihi wa sallam memerintahkannya untuk menunggu idahnya satu kali haid.45  

      

E. Hal-Hal Yang Dilarang Bagi Wanita Saat Masa Idah 

1. Menikah 

Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2:235 

  ۥأَجَلَهُ  ٱلكِّتَ َٰبُ  يبَلُغَ  حَتَََّّٰ  ٱلن ِّكَاحِّ  تعَزِّمُواعُقدَةَ  وَلَا 

Terjemahnya: 

“dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad 

nikah, sebelum habis idahnya “46  

 

2. Berhias diri dan Menggunakan wangi-wangian 

Ummu Athiyah radhiyallahu ‘anha berkata, 

 

 وَلَا  وَعَشْرًا أَشْهُرٍ  أرَْبَ عَةَ  زَوْجٍ  عَلَى إِّلاَّ  ثَلَاثٍ  فَ وْقَ  مَي ِّتٍ  عَلَى نُِّدَّ  أَنْ  نُ ن ْهَى كُنَّا
لَ  صَ  وَقَدْ  عَصْبٍ  ثَ وْبَ  إِّلاَّ  مَصْبُوغًا ثَ وْباً  نَ لْبَسَ  وَلَا  نَ تَطيََّبَ  وَلَا  نَكْتَحِّ  عِّنْدَ  لنََا رُخ ِّ

 
44  Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi jild 2 (Cet I ; Mesir: 

Pustaka Azzam, 2011) no. 945  
45 Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi jild 2 no. 945. 
46 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 38. 
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هَا مِّنْ  إِّحْدَاناَ  اغْتَسَلَتْ  إِّذَا الطُّهْرِّ   عَنْ  نُ ن ْهَى وكَُنَّا أَظْفَارٍ  كُسْتِّ  مِّنْ  نُ بْذَةٍ  فيِّ  مَِّيضِّ
 الْجنََائِّزِّ  ات ِّبَاعِّ 

Artinya: 

“Kami dilarang ihdad (berkabung) atas kematian seseorang di atas tiga 

hari kecuali atas kematian suami, yaitu selama empat bulan sepuluh hari. 

 

Selama masa itu kami tidak boleh bercelak, tidak boleh memakai 

wewangian, tidak boleh memakai pakaian yang berwarna kecuali pakaian 

ashab (pakaian yang ada benang sulaman berwarna)  

 

Dan kami diberi keringanan bila hendak mandi seusai haid untuk 

menggunakan sebatang kayu wangi. Dan kami juga dilarang mengantar 

jenazah.”47  

 

3. Keluar Rumah 

Allah berfirman dalam Q.S. at-Thalaq/ 65: 1 

ُّ  أيَ ُّهَا يَ    ۚ   ربََّكُمْ  اللَََّّ  وَات َّقُوا  ۚ   الْعِّدَّةَ  وَأَحْصُوا لِّعِّدَّتِِِّّنَّ  فَطلَ ِّقُوهُنَّ  الن ِّسَاءَ  طلََّقْتُمُ  إِّذَا النَّبيِّ
شَةٍ  يََتِّْيَ  أَنْ  إِّلاَّ  يََْرُجْنَ  وَلَا  بُ يُوتِِِّّنَّ  مِّنْ  تُُْرِّجُوهُنَّ  لَا   ۚ   اللََِّّّ  حُدُودُ  وَتِّلْكَ  ۚ   مُبَ ي ِّنَةٍ  بِّفَاحِّ

لِّكَ  بَ عْدَ  يُحْدِّثُ  اللَََّّ  لَعَلَّ  تَدْرِّي  لَا  ۚ   نَ فْسَهُ  ظلََمَ  فَ قَدْ  اللََِّّّ  حُدُودَ  يَ تَ عَدَّ  وَمَنْ   أمَْراً  ذََٰ
 

Terjemahnya : 

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka 

hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat 

(menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu idah 

itu serta bertakwalah kepada Allâh Rabbmu. Janganlah kamu 

keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka 

(diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji 

yang terang. Itulah hukum-hukum Allâh, maka sesungguhnya 

dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak 

mengetahui barangkali Allâh Mengadakan sesudah itu sesuatu 

hal yang baru.48 

 

 
47 Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardizbah, 

Sahih al-Bukhari. (Cet. V; Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2007) no. 302.  
 
48 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 558. 
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Namun wanita yang sedang dalam masa idah tetap diperbolehkan keluar 

untuk keperluan yang penting. Sebagaimana dalam riwayat Jabir bin 

Abdillah 

 

 رَجُل   فَ لَقِّيَ هَا لََاَ نََْلاً  تَِّدُّ  فَخَرَجَتْ  ثَلَاثاً  خَالَتيِّ  طلَُقَتْ  : قاَل اللََِّّّ  عَبْدِّ  بْنِّ  جَابِّرِّ  عَنْ 
َّ  فَأتََتِّ  فَ نَ هَاهَا ي : لََاَ فَ قَال لَهُ  ذَلِّكَ  فَ قَالَتْ  النَّبيِّ  تَصَدَّقِّي أَنْ  لَعَلَّكِّ  نََْلَكِّ  فَجُد ِّي  اخْرُجِّ

نْهُ   خَيْراً  تَ فْعَلِّي أوَْ  مِّ
 

Artinya: 

Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahuanhuma, dia berkata,”Bibiku 

ditalak yang ketiga oleh suaminya. Namun beliau tetap keluar rumah 

untuk mendapatkan kurma (nafkah), hingga beliau bertemu dengan 

seseorang yang kemudian melarangnya. Maka bibiku mendatangi 

Rasulullah s.a.w. sambil bertanya tentang hal itu. Dan Rasululah 

s.a.w berkata,”Silakan keluar rumah dan dapatkan nafkahmu, 

barangkali saja kamu bisa bersedekah dan mengerjakan kebaikan. 

(HR. Muslim). 

 

4. Melamar secara terang-terangan 

Dilarang untuk melakukan lamaran secara terang terangan, namun 

diperbolehkan untuk melakukan khitbah dengan menyindir. Namun 

khitbah tetap dilaksanakan ketika masa idah telah selesai. Allah 

berfirman Q.S. Al-Baqarah /2: 235 

طبَةِّ  مِّن  ۦبِّهِّ  عَرَّضتُم فِّيمَا عَلَيكُم جُنَاحَ  وَلَا  ءِّ  خِّ كُم فِّیٰۤ  أَكنَنتُم أوَ ٱلن ِّسَاٰۤ  ٱللََُّّ  عَلِّمَ  ۚ  أنَفُسِّ
رًّا تُ وَاعِّدُوهُنَّ  لاَّ  وَلَ َٰكِّن سَتَذكُرُونَهنَُّ  أنََّكُم ٰۤ  سِّ  تَ قُولُواقَول أَن إِّلاَّ

 
 وَلَا  ۚ  مَّعرُوفا ا 

ا  ۥأَجَلَهُ  ٱلكِّتَ َٰبُ  يبَلُغَ  حَتَََّّٰ  ٱلن ِّكَاحِّ  تعَزِّمُواعُقدَةَ  كُم فِّیٰۤ  مَا يعَلَمُ  ٱللَََّّ  أَنَّ  وَٱعلَمُوٰۤ  أنَفُسِّ
اأَنَّ  ۚ  فَٱحذَرُوهُ   حَلِّيم  غَفُور   ٱللَََّّ  وَٱعلَمُوٰۤ

 
Terjemahnya: 
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“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu 

dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan 

mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa 

kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu 

janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka 

secara rahasia, kecuali sekadar mengucapkan (kepada 

mereka) perkataan yang ma’ruf. 

Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad 

nikah, sebelum habis idahnya. Dan ketahuilah bahwasanya 

Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah 

kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun 

lagi Maha Penyantun.”49

 
49 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 38. 
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 BAB III 

METODE PENETAPAN MASA IDAH DALAM UU. NO. 1 TAHUN 1974 

 

A. Sejarah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974  

  

1. Masa Kerajaan Islam di Indonesia  

          Hukum Islam sebagai hukum yang bersifat mandiri telah menjadi satu  

kenyataan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Bahwa kerajaan-kerajaan 

Islam yang berdiri di Indonesia telah melaksanakan Hukum Islam dalam  

kekuasaannya masing-masing. Pada abad ke 13 M, Kerajaan Samudra Pasai di 

Aceh Utara menganut Hukum Islam Mazhab Syafii.50 Kemudian pada abad ke 

15  

dan 16 M di pantai utara Jawa, terdapat Kerajaan Islam, seperti Kerajaan 

Demak,  

Jepara, Tuban, Gresik dan Ngampel. Fungsi memelihara agama ditugaskan  

kepada penghulu dengan para pegawainya yang bertugas melayani kebutuhan  

masyarakat dalam bidang peribadatan dan segala urusan yang termasuk dalam 

hukum keluarga/perkawinan.51 Sementara itu, di bagian timur Indonesia berdiri  

pula kerajaan-kerajaan Islam seperti Gowa, Ternate, Bima dan lain-lain.  

Masyarakat Islam di wilayah tersebut diperkirakan juga menganut hukum Islam 

Mazhab Syafii.52 

   2.  Masa Penjajahan di Indonesia  

Pada masa kedatangan Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC) di    

Indonesia, kedudukan hukum (keluarga) Islam telah ada di masyarakat sehingga  

pada saat itu diakui sepenuhnya oleh penguasa VOC. Pada masa pemerintahan  

 
50  Hamka, Sejarah Umat Islam jilid 2, (Jakarta: Bulan Bintang,1976) hal. 53 
51  Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, 

(Jakarta:Gema Insani Press,1996) hal. 70 
52  Mawarti Djoned Poesponegoro, Sejarah Nasional Indonesia, Jilid 3, (Jakarta:Balai 

Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,1984) hal. 197  
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Belanda di Indonesia, Belanda menghimpun hukum Islam yang disebut dengan 

Compendium Freiyer, mengikuti nama penghimpunnya.53 Kemudian membuat  

kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah Cirebon, 

Semarang, dan Makasar (Bone dan Gowa). 54  Ketika pemerintahan VOC 

berakhir,  

politik penguasa kolonial berangsur-angsur berubah terhadap Hukum Islam.  

Pada Kongres Perempuan Indonesia I pada tanggal 22-25 Desember 1928  

di Yogyakarta mengusulkan kepada Pemerintah Belanda agar segera disusun  

Undang-Undang perkawinan, namun mengalami hambatan dan mengganggu 

kekompakan dalam mengusir penjajah.55 

         Pada permulaan tahun 1937 Pemerintahan Hindia Belanda menyusun  

rencana pendahuluan Ordonansi Perkawinan tercatat (onwerpordonnantie op de  

ingeschrevern huwelijken) dengan pokok-pokok isinya sebagai berikut:  

Perkawinan berdasarkan asas monogami dan perkawinan bubar karena salah satu  

pihak meninggal atau menghilang selama dua tahun serta perceraian yang 

diputuskan oleh hakim.56 

        Menurut rencana rancangan ordonansi tersebut hanya  

diperuntukkan bagi golongan orang Indonesia yang beragama Islam dan yang  

beragama Hindu, Budha, Animis. Namun rancangan ordonansi tersebut ditolak 

oleh organisasi Islam karena isi ordonansi mengandung hal-hal yang  

bertentangan dengan Hukum Islam. 

  3.         Masa Awal Kemerdekaan  

           Setelah kemerdekaan, Pemerintah RI berusaha melakukan upaya  

perbaikan di bidang perkawinan dan keluarga melalui penetapan UU No: 22  

Tahun 1946 mengenai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk bagi masyarakat  

 
53  Arso Sostroatmodjo dan A. Wait Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, 

(Jakarta:Bulan Bintang,1975) hal. 11 
54 Muhammad Daud Ali, Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia, 

1982, hal. 101 
55 Maria Ulfah Sudabyo, Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan, 

(Jakarta:Yayasan Idayu,1981)hal.  9-10 
56 Nani Suwondo, Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat, 

(Jakarta:Ghalia Indonesia,1992) hal. 77 
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beragama Islam. Dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut diterbitkan  

Instruksi Menteri Agama No: 4 tahun 1946 yang ditujukan untuk Pegawai  

Pencatat Nikah (PPN). Instruksi tersebut selain berisi tentang pelaksanaan UU  

No: 22 Tahun 1947 juga berisi tentang keharusan PPN berusaha mencegah  

perkawinan anak yang belum cukup umur, menerangkan kewajiban-kewajiban  

suami yang berpoligami, mengusahakan perdamaian bagi pasangan yang  

bermasalah, menjelaskan bekas suami terhadap bekas istri dan anak-anaknya  

apabila terpaksa bercerai, selama masa idah agar PPN mengusahakan pasangan  

yang bercerai untuk rujuk kembali.  

          Pada bulan Agustus 1950, Front Wanita dalam Parlemen, mendesak agar  

Pemerintah meninjau kembali peraturan perkawinan dan menyusun rencana  

Undang-Undang Perkawinan. Maka akhirnya Menteri Agama membentuk  

Panitia Penyelidikan Peraturan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk. Maka 

lahirlah Peraturan Pemerintah (PP) No: 19 tahun 1952 yang memungkinkan 

pemberian tunjangan pensiun bagi istri kedua, ketiga dan seterusnya.57 

          Kemudian pada akhir tahun 1950 dengan surat keputusan Menteri Agama  

No. B/2/4299 tertanggal 1 Oktober 1950 dibentuklan Panitia Penyelidik  

Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk bagi umat Islam. Sementara  

itu berbagai organisasi terus menerus mendesak kepada Pemerintah dan DPR  

agar supaya secepat mungkin merampungkan penggarapan mengenai Rancangan  

Undang-Undang (RUU) yang masuk DPR. Organisasi-organisasi tersebut antara  

lain Musyawarah Pekerja Sosial (1960), Musyawarah Kesejahteraan Keluarga  

(1960), Konferensi Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian  

(BP4) Pusat dan Seminar Hukum oleh Persatuan Sarjana Hukum Indonesia  

(PERSAHI, 1963).  

           Umat Islam waktu itu mendesak DPR agar secepatnya mengundangkan  

RUU tentang Pokok-Pokok Perkawinan bagi umat Islam, namun usaha tersebut  

 
57 Indriaswari Dyah Saptaningrum, Sejarah UU. No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan 

dan Pembakuan Peran Gender, dalam Perspektif Perempuan, (Jakarta:Lembaga Bantuan Hukum 

Asosiasi Perempuan Untuk Keadilan,2000) hal. 53 
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tidak berhasil. Setelah usaha umat Islam untuk memperjuangkan RUU tentang  

Pokok-Pokok Perkawinan tersebut tidak berhasil, kemudian DPR hasil 

pemilihan  

umum tahun 1971 mengembalikan RUU tersebut ke pemerintah. Segala upaya  

telah dikerahkan untuk menghasilkan Undang-Undang Perkawinan yang sesuai 

untuk umat Islam. Pada rentang waktu tahun 1972/1973 berbagai organisasi  

gabungan terus memperjuangkan lahirnya undang-undang tersebut.  

          Simposium Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) pada tanggal 1972   

menyarankan agar supaya PP ISWI memperjuangkan tentang Undang-Undang  

Perkawinan. Kemudian Badan Musyawarah Organisasi-Organisasi Wanita Islam  

Indonesia pada tanggal 22 Februari 1972 salah satunya menghasilkan keputusan  

untuk mendesak pemerintah agar mengajukan kembali RUU tentang Pokok 

Pokok Perkawinan Umat Islam dan RUU tentang Ketentuan Pokok-Pokok  

Perkawinan. Selanjutnya organisasi Mahasiswa yang ikut ambil bagian dalam  

perjuangan RUU Perkawinan Umat Islam yaitu Himpunan Mahasiswa Islam 

(HMI) yang telah mengadakan diskusi panel pada tanggal 11 Februari 1973.58 

   4.         Masa Menjelang Kelahiran UU. Perkawinan  

          Pada tahun 1973 Fraksi Katolik di Parlemen menolak rancangan UU  

Perkawinan yang berdasarkan Islam. Konsep RUU Perkawinan khusus umat  

Islam yang disusun pada tahun 1967 dan rancangan 1968 yang berfungsi sebagai  

Rancangan Undang Undang Pokok Perkawinan yang di dalamnya mencakup  

materi yang diatur dalam Rancangan tahun 1967. Akhirnya Pemerintah menarik  

kembali kedua rancangan dan mengajukan RUU Perkawinan yang baru pada 

tahun 1973.59 

        Pada tanggal 22 Desember 1973, Menteri Agama mewakili Pemerintah  

membawa konsep RUU Perkawinan yang di setujui DPR menjadi Undang 

Undang Perkawinan. Maka pada tanggal 2 Januari 1974, Presiden mengesahkan  

 
58 Abdul Mannan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia ed. 1 cet. 1, 

(Jakarta: Kencana,2006) hal. 4 
59 Delia Noer, Administrasi Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali,1983) hal. 98 
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Undang-Undang tersebut dan diundangkan dalam Lembaran Negara No: 1 tahun  

1974 tanggal 2 Januari 1974.60 

B. Prinsip dan Asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  

        Segala peraturan perundang-undangan secara normatifitas biasanya  

disandarkan kepada kaidah atau asas hukum tertentu. Begitu juga dengan  

Undang-Undang Perkawinan, secara kesuluruhan memiliki asas hukum 

tersendiri  

yang tidak dimiliki oleh Undang-Undang pada umumnya. Asas hukum dalam  

suatu norma hukum mengandaikan adanya suatu tujuan yang akan diciptakan  

oleh pembuat hukum atau Undang-Undang tersebut. Namun secara keseluruhan, 

di bawah ini dikemukakan asas hukum Undang-Undang Perkawinan menurut 

C.S.T. Cansil.61 

1.      Tujuan Perkawinan  

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.62 Untuk itu suami 

istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masingmasing dapat 

mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan 

spiritual dan material.  

2.      Sahnya Perkawinan  

Perkawinan dianggap sah kalau dilakukan menurut hukum masing 

masing agama dan kepercayaannya, dan selanjutnya dicatat menurut  

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tata cara pencatatan  

perkawinan sama dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting  

kehidupan seseorang lainnya. Seperti kelahiran, kematian, dan lain-lain.  

3.      Asas Monogami  

Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami. Hanya apabila  

dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang  

 
60 Soetedjo Prawirohamidjojo, Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di 

Indonesia, hal. 21 
61 C.S.T Cansil, pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cet. 8, 

(Jakarta:Balai Pustaka,1989) hal.  225-227 
62 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 
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bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari  

seorang istri. Meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang  

bersangkutan, akan tetapi hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi  

berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.  

4.      Prinsip Perkawinan  

Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip, bahwa calon suami isteri  

harus matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar  

supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada 

perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu tidak 

dibenarkan adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah 

umur. Di samping itu menurut Cansil perkawinan berhubungan dengan 

kependudukan. Menurutnya perkawinan di bawah umur bagi seorang wanita 

akan mengakibatkan laju kelahiran meningkat.  

5.      Mempersukar Terjadinya Perceraian  

Berjalan linier dengan tujuan perkawinan, maka Undang-Undang Perkawinan 

menganut asas untuk mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian dibenarkan 

karena alasan-alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang serta dilakukan di 

depan sidang pengadilan.  

  

6.      Hak dan Kedudukan Istri  

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami 

baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, 

sehingga dengan demikian menurut Cansil segala sesuatu dalam keluarga dapat 

dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri. 

C. Metode Penetapan Masa Idah Dalam UU. No. 1 Tahun 1974 

         Dalam hal lamanya masa idah, UU. No. 1 Tahun 1974 hampir sama  

ketentuannya dengan KHI. Yakni 130 hari untuk perkawinan yang putus karena  

kematian, 90 hari bagi perkawinan yang putus karena perceraian, dan bagi  

perkawinan yang putus ketika si istri dalam kedaan hamil, masa idahnya sampai  

melahirkan. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 39 ayat 1-3 UU. No. 1  

Tahun 1974.  

        Namun, dalam hal proses pengajuan permohonan perceraian sampai  
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terjadinya perceraian, UU. No. 1 Tahun 1974 berbeda ketentuannya dengan  

ketentuan yang terdapat dalam KHI. Ini sebagaimana yang tercantum dalam UU.  

No. 1 Tahun 1974 pasal 14-17.  

Tata Cara Perceraian 

Pasal 14 

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, 

yang akan menceraikan istrinya mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat 

tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya 

disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar 

diadakan sidang untuk keperluan itu  

Pasal 15 

Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud pasal 14, 

dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim 

surat dan juga istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang 

berhubungan dengan maksud perceraian itu     

Pasal 16 

Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk 

menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 14 apabila memang 

terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan 

Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami-istri 

yangbersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga  

 

Pasal 17 

Sesaat setelah dilakukan sidang Pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang 

dimaksud dalam pasal 16, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang 

terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai 

Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.63 

       Pertama-tama, suami yang sebelumnya telah melaksanakan  

perkawinan sesuai agama Islam, yang akan menceraikan istrinya mengajukan  

surat kepada Pengadilan. Surat tersebut berisi pemberitahuan tentang  

keinginannya untuk menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya.  

 
63 Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hal. 47. 
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Suami juga meminta kepada Pengadilan agar dilaksanakan sidang untuk masalah  

perceraian tersebut.  

Setelah itu, Pengadilan mempelajari surat dari suami tersebut untuk  

dipelajari seluk beluk permasalahannya. Dan dalam waktu 30 hari, Pengadilan  

memanggil si suami tersebut beserta istrinya untuk dimintai penjelasan seputar  

perceraian itu. Selanjutnya, Pengadilan mengadakan sidang untuk menyaksikan  

perceraian yang dimaksud. Pengadilan sendiri akan memutuskan untuk  

mengadakan sidang apabila terdapat alasan-alasan dibolehkannya dilakukan  

perceraian. Alasan-alasan yang bisa menyebabkan terjadinya perceraian adalah  

sebagaimana disebutkan dalam pasal 19, yaitu :  

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pamadat, penjudi, 

dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan 

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut 

tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar 

kemampuannya  

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang 

lebih berat setelah perkawinan berlangsung  

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak yang lain  

e.  Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak 

dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri  

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran 

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga  

  

Jika terdapat salah satu dari beberapa alasan tersebut dan pasangan suami 

istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup 

rukun dalam rumah tangga, maka Pengadilan berhak melaksanakan 

sidang untuk penyaksian perceraian.  

          Dan setelah sidang penyaksian perceraian tersebut, Ketua 

Pengadilan  

untuk membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian.  

Masa iddah sendiri menurut ketentuan UU. No. 1 Tahun 1974 tidak  

dimulai ketika Pengadilan mengeluarkan surat keterangan tentang 

terjadinya  
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perceraian tersebut, melainkan sejak perceraian itu dinyatakan di depan 

sidang  

pengadilan. Ini berdasarkan pada UU. No. 1 Tahun 1974 pasal 18 

“Perceraian ini terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di 

depan sidang pengadilan”.  

         Artinya, masa idah menurut Undang-Undang Perkawinan ini ialah 

dimulai pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang penyaksian 

perceraian meskipun Pengadilan belum mengeluarkan surat keterangan 

tentang terjadinya perceraian tersebut. Jadi istri yang telah diceraikan 

harus menjalani masa idahnya terhitung ketika perceraian yang diajukan 

oleh suami dinyatakan pada sidang penyaksian perceraian.
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BAB IV 

ANALISIS JANGKA WAKTU MASA IDAH KEABSAHAN TALAK 

MENURUT UU. NO. 1 TAHUN 1974 DAN FIKIH MUNAKAHAT 

 

A. Penentuan Jangka Waktu Masa Idah Menurut Fikih Munakahat 

        Dalam fikih munakahat para imam madzhab sepakat bahwa talak 

jatuh sejak diucapkannya kata-kata talak yang jelas disertai dengan niat 

talak dimana hal ini menunjukkan awal perhitungan idah.64 Sebagaimana 

yang disebutkan oleh imam Syafii dalam kitabnya: “Apabila istri 

mengetahui secara yakin tentang kematian suaminya atau talak yang 

dijatuhkan kepadanya, baik berdasarkan bukti yang menunjukan saat 

kematian suaminya maupun saat ia diceraikan, atau melalui cara apapun 

yang diyakini kebenarannya menunjukan hal tersebut, maka istri mulai 

melakukan idah sejak hari di jatuhkannya talak atau saat suami 

meninggal.”65  

        Para ulama juga sepakat bahwa ketika suami mengucapkan kata 

kata talak akan tetapi tidak diinginkan padanya talak atau terjadi kesalah 

pahaman diantara keduanya, maka perkataan suami tersebut tidak 

dianggap sebagai talak.66 Hal ini didasari oleh hadis Nabi saw. 

 

 
64 Ibn Rusyd al-Qurtubi, Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid (Cet IV, Beirūt 

Dār al-Kutub al-Imamiyah, 1971) h. 496. 
65 Muhammad bin Idris al-Syafi’I, Al-Umm Juz 6(Cet. III; al-Mansurah: Dārul Wafa 

2005) h. 548. 
66 Sepakat padanya Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanafiyah, lihat Ibn Rusyd al-Qurtubi, 

Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid h. 496 
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  لِّ  زَ اوَ تَََ  اللهَ   نَّ إِّ :  اوَسَلَّمَ  عَلَيْهِّ  اللََُّّ  صَلَّى  ل اللهُ وْ رَسَ   قاَلَ : َ   قاَلَ  َ رَضِّيَ اللهُ عَنْهُ رة  يرَ ه  أَبِّ   عَنْ 
  هِّ يْ لَ ا عَ هوْ رِّ تكْ ا اسْ مَ ان، وَ يَ سْ الن ِّ أ وَ طَ  الَْ تيِّ أمَّ  نْ عَ 

Artinya: 

Dari Abu Hurairah ra. ia berkata: Rasulullah saw. bersabda : 

sesungguhnya  Allah swt.telah mengampuni pada diriku dan pada 

diri umatku kesalahan, kelupaan, dan apa yang dipaksakan 

padanya.67 

Hadis diatas menjelaskan bahwa kesalahan yang terdapat pada 

umat Islam telah diampuni Allah swt. Pada hadis lain dikatakan bahwa 

telah diampuni apa-apa yang dibisikan pada diri umat Islam selama ia 

tidak mengucapkan atau mengerjakannya. Sebagaimana yang disebutkan 

pada sabda Nabi saw. 

  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِّ  اللََُّّ  صَلَّى ل اللهُ وْ رَسَ  قاَلَ : َ  قاَلَ  َ رَضِّيَ اللهُ عَنْهُ رة يرَ ه  أَبِّ  عَنْ 

مَُّتيِّ  تَََاوَزَ  اللَََّّ  »إِّنَّ   بِّهِّ«  تَكَلَّمْ  أوَْ  بِّهِّ، تعْمَلْ   لَِْ  مَا أنَفُسَهَا، بِّهِّ  حَدَّثَتْ  عَمَّا  لأِّ

Artinya: 

Dari Abu Hurairah ra. ia berkata: Rasulullah saw. bersabda : 

sesungguhnya  Allah swt.telah mengampuni  untuk umatku dari 

apa yang dibisikan pada dirinya yang belum ia kerjakan atau 

belum ia ucapkan.68 

Terdapat perbedaan pendapat tentang sahnya talak, apabila 

diucapkan kata-kata talak oleh suami tanpa adanya niat talak.69  

 
67 Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Rabbiyi Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah (Cet. 

1; Riyad: Darussalam, 1999). No. 2043, h. 293. 

 
68 Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Rabbiyi Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah  No. 

2040, h. 291-292  
69 Ibn Rusyd al-Qurtubi, Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid  h. 497 
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Malikiyah berpendapat bahwa talak tidak jatuh (tidak sah) kecuali 

dengan dua syarat, yaitu kata-kata talak yang jelas dan adanya niat talak. 

Hal ini berdasarkan pada hadis Nabi saw. 

لن ِّيَّاتِّ  اَ اْلَأعْمَالُ باِّ  إِّنمَّ
Artinya: 

 Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada 

niatnya.70 

Hadis di atas menjelaskan bahwa talak hanya jatuh apabila dalam 

pengucapannya disertai dengan niat mentalak.  

Syafiiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa talak tidak 

membutuhkan adanya niat selama ucapan talak itu jelas. Hal ini 

berdasarkan pada hadis Nabi saw. 

دٍ  : الن ِّكَاح وَالطَّلَاق وَالَّرجْعَة د  وَهَزْلََنَّ جِّ د هنَّ جِّ  ثَلَاث جِّ
Artinya: 

 Tiga perkara yang serius dan bercandanya sama-sama 

dianggap serius (1) nikah (2) talak (3) rujuk.71 

 

         Ulama juga berbeda pendapat tentang sahnya talak apabila suami 

mengucapkan kata-kata talak kepada istrinya yang sedang haid. 

Perbedaan ini berasal dari perbedaan para ulama memahami hadis Nabi 

saw. 

 
70 Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin al-Bardizbah, 

Sahih al-Bukhari (Cet V; Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2007) No. 1 h. 13. 
71 Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Rabbiyi Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah  No. 

2040, h. 291 
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وَسَلَّمَ  عَلَيْهِّ   ُ اللََّّ صَلَّى  اللََِّّّ  رَسُولِّ  عَهْدِّ  عَلَى  حَائِّض   وَهِّيَ  امْرأَتَهَُ  طلََّقَ  عُمَرَ  بْنَ  اللََِّّّ  عَبْدَ 
ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِّكَ فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّّ صَلَّى  فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْطََّابِّ رَسُولَ اللََِّّّ صَلَّى اللََّّ

كْهَا حَتََّّ تَطْهُرَ ثُمَّ تِِّيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِّنْ   عْهَا ثُمَّ يُْْسِّ ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ مُرْهُ فَ لْيُراَجِّ شَاءَ أمَْسَكَ اللََّّ
ُ أَنْ يطُلََّقَ لََاَ الن ِّسَاءُ  ةُ الَّتيِّ أمََرَ اللََّّ  بَ عْدُ وَإِّنْ شَاءَ طلََّقَ قَ بْلَ أَنْ يََْسَّ فتَِّلْكَ الْعِّدَّ

Artinya: 

Abdullah bin Umar ra. menceraikan istrinya ketika sedang haid 

pada zaman Rasulullah saw., lalu Umar bin Khaththab r.a. 

bertanya kepada Rasulullah saw. tentang perkara itu. Beliau 

bersabda “Perintahkan ia agar ia kembali padanya, kemudian 

menahannya hingga masa suci, lalu masa haid dan suci lagi. 

Setelah itu jika ia menghendaki, ia boleh menahannya terus 

menjadi istrinya atau menceraikannya sebelum bersetubuh 

dengannya. Itu adalah masa idahnya yang di perintahkan oleh 

Allah swt. Untuk menceraikan istri.72 

           Jumhur ulama berpendapat bahwa suami yang mengucapkan kata talak 

terhadap istrinya yang sedang haid dianggap sah. Hal ini didasari oleh sabda 

Nabi saw.73 

عْهَا   مُرْهُ فلْيُراَجِّ

Artinya: 

Perintahkan agar ia kembali padanya.74 

Sabda Nabi saw. di atas menunjukan telah jatuhnya talak pada istri Abdullah bin 

Umar ra. karena ia diperintahkan untuk merujuk istrinya yang telah ia talak pada 

saat haid. Dan rujuk hanya ada apabila sebelumnya telah terjadi talak.75 

 
72 Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin al-Bardizbah, 

Sahih al-Bukhari. No. 5251, h. 987 
73 Ibn Rusyd al-Qurtubi, Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid  h. 488 
74 Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin al-Bardizbah, 

Sahih al-Bukhari. No. 5251, h. 987 
75 Ibn Rusyd al-Qurtubi, Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid  h. 488 
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Adapun yang berpendapat bahwa talak tidak sah, mereka berdasar pada hadis 

Rasulullah saw. 

  فهُوَ رَد   أمَْرُناَ  ليَْسَ عَلَيْهِّ  مَنْ عَمِّلَ عَمَلاً 
Artinya: 

Setiap pekerjaan atau amalan yang tidak didasari atas perintah kami 

maka dia tertolak.76  

          Disebutkan bahwa talak Abdullah bin Umar ra. adalah talak yang dilarang 

Rasulullah saw. sehingga dianggap tidak sah. Mereka juga menjelaskan 

perhitungan idah bagi wanita berhaid yang ditalak suaminya adalah dihitung 

dengan quru atau masa suci istri. Berbeda dengan bentuk-bentuk idah yang lain 

yang dihitung dengan perhitungan bulan dan hari. Masa suci adalah masa 

dimana terlepasnya wanita dari haid sampai hari sebelum hari pertama haid 

berikutnya. Masa suci yang dihitung dalam idah adalah masa suci dimana pada 

masa itu tidak terjadi pergaulan.77 Sebagaimana sabda Nabi saw. 

كْهَا حَتََّّ تَطْهُرَ ثُمَّ تِِّيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِّنْ شَاءَ أمَْسَكَ بَ عْدُ وَإِّنْ شَاءَ طلََّقَ قَ بْلَ أَ  نْ يََْسَّ فتَِّلْكَ  ثُمَّ يُْْسِّ
ُ أَنْ يطُلََّقَ لََاَ الن ِّسَاءُ  ةُ الَّتيِّ أمََرَ اللََّّ  الْعِّدَّ

Artinya: 

Kemudian menahannya hingga masa suci, lalu masa haid dan suci lagi. 

Setelah itu jika ia menghendaki, ia boleh menahannya terus menjadi 

istrinya atau menceraikannya sebelum bersetubuh dengannya. Itu adalah 

masa idahnya yang diperintahkan oleh Allah swt. untuk menceraikan 

istri.78 

 
76 Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin al-Bardizbah, 

Sahih al-Bukhari. No. 2697, h. 492. 
77 Ibn Rusyd al-Qurtubi, Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid  h. 488 
78 Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin al-Bardizbah, 

Sahih al-Bukhari. No. 5251, h. 987 
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Berdasarkan pada aturan perhitungan dengan masa suci di atas maka idah 

dihitung sejak masa suci pertama setelah jatuhnya talak. Jika talak jatuh pada 

awal, pertengahan atau akhir dari suatu masa suci dan belum terjadi pergaulan 

maka masa suci pada jatuhnya talak itu sudah dihitung sebagai masa suci yang 

pertama. Namun jika talak jatuh pada saat haid atau sudah terjadi pergaulan 

maka idah mulai dihitung pada masa suci berikutnya.79 Sedangkan bagi wanita 

tidak berhaid yang ditalak, idahnya dihitung dengan perhitungan hari dan bulan. 

Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. al-Talāq/65: 4. 

 وَمَن يَ تَّقِّ ٱللَََّّ يَجعَل  وَ 
ًۚ
لَّهُۥ ٱلََّٰ ِّي لَِ يحِّضنًَۚ وَأوُْلََٰتُ ٱلَأحَمالِّ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعنَ حَملَهُنَّ

 ا مِّن أمَرِّهِّۦ يسُر 
Terjemahnya:  

dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. 

Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah 

mereka itu ialah sampai mereka melahirkan 

kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada 

Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan 

dalam urusannya.80 

 

            Dari hasil paparan di atas mengenai penentuan awal masa idah menurut 

fikih munakahat. Maka penulis mengambil pendapat imam Syafii sebagai 

kesimpulan, yaitu apabila istri mengetahui secara yakin tentang kematian 

suaminya atau talak yang dijatuhkan kepadanya, baik berdasarkan bukti yang 

menunjunjukan saat kematian suaminya maupun saat ia diceraikan, atau melalui 

cara apapun yang diyakini kebenarannya menunjukkan hal tersebut, maka istri 

mulai melakukan idah sejak hari dijatuhkannya talak atau saat suami meninggal. 

 
79 Ibn Rusyd al-Qurtubi, Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid  h. 489 
80 Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h. 558. 
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B. Penentuan Jangka Waktu Masa Idah Menurut UU. NO. 1 Tahun 

1974 

         Berdasarkan pada UU. NO. 1 Tahun 1974 pasal 18 “Perceraian ini 

terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang 

pengadilan”. Jadi perceraian dalam bentuk apapun yang dilakukan di luar 

persidangan dianggap tidak pernah ada. Sehingga menyebabkan idah 

dihitung berdasarkan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama. 

       Dalam pasal 18 UU. NO. 1 Tahun 1974 disebutkan perceraian yang 

sah adalah perceraian yang dilakukan di depan persidangan. Ini 

menunjukan secara formal perkawinan putus sejak penetapan di depan 

sidang. Kompilasi hukum Islam menyebutkan tata cara menjatuhkan 

talak di Indonesia adalah sebagai berikut.81 

 

1. Suami yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan ke 

Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama di tempat 

tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud 

menceraikan istrinya disertai dengan alasan alasannya serta meminta 

kepada pengadilan agar diadakan sidanguntuk keperluan itu. 

2. Selanjutnya pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat dan 

dalam waktu yang selambat lambatnya tiga puluh hari memanggil 

suami istri tersebut untuk diadakan pemeriksaan seperlunya. Dan 

secara praktis pihak suami disebut pemohon dan pihak istri disebut 

termohon. Dalam setiap kesempatan sebelum terjadinya talak, 

 
81 Inpres no. 1 Tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 129.  
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pengadilan harus selalu berusaha mendamaikan suami istri agar 

perceraian tidak jadi terlaksana. Dalam urusan perdamaian tersebut 

Pengadilan dapat meminta bantuan kepada seseorang atau badan 

penasehat, seperti BP4(Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, 

dan Perceraian) atau badan lain untuk memberi nasihat kepada suami 

istri tersebut. 

3. Apabila pengadilan telah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak 

tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan maka 

Pengadilan menjatuhkan putusan yang istrinya mengabulkan 

permohonan pemohon,  

4. memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap 

pemohon di muka sidang. Dan atas putusan ini penggugat berhak 

mengajukan upaya hukum. Apabila tidak ada upaya hukum atau telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap maka setelah itu dapat dibacakan 

ikrar talak. 

    

C. Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perbedaan Jangka Waktu Masa 

Idah Keabsahan Talak  Menurut UU. No. 1 Tahun 1974 dan Fikih 

Munakahat 

 

1. Bagi sang mantan suami 

       Ulama Fikih sepakat bahwa wanita yang ditalak raj’i (talak 1 dan 

2) dan sedang menjlani masa idahnya masih berhak mendapat nafkah 



 

50 

 
 

dari suaminya berupa tempat inggal, pakaian, makan dan kebutuhan 

hidupnya yang lain. Baik saat ditalak itu ia sedang hamil atau tidak.82 

      Maka sebenci apapun suami pada istrinya pada saat perceraian 

itu terjadi, haram baginya mengusir istri yang sedang menjalani 

masa idah dari rumahnya. Hal ini sebagaimana disebukan   dalam 

Q.S. at-Thalaq/ 65: 1 

شَةٍ  يََتِّْيَ  أَنْ  إِّلاَّ  يََْرُجْنَ  وَلَا  بيُوتِِِّّنَّ  مِّنْ  تُُْرِّجُوهُنَّ  لَا   ۚ   اللََِّّّ  حُدُودُ  وَتِّلْكَ  ۚ   مُبي ِّنَةٍ  بِّفَاحِّ
 ۚ   نفْسَهُ  ظلََمَ  فقَدْ  اللََِّّّ  حُدُودَ  يتَعَدَّ  وَمَنْ 

Terjemahnya: 

Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan 

janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka 

mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-

hukum Allâh, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim 

terhadap dirinya sendiri.83 

 

      Adapun wanita yang ditalak bain kubro (talak 3) juga masih 

berhak atas nafkah diatas apabila saat ditalak oleh suaminya ia 

sedang mengandung janin dari suaminya. 

      Maka salah satu dampak yang ditimbulkan akibat perbedaan 

jangka waktu masa idah menurut UU. No. 1 Tahun 1974 dan Fikih 

Munakahat bagi mantan suami adalah bertambah lama waktu dia 

harus menafkahi istrinya yang sudah diceraikan. Akan tetapi dengan 

bertambah lama masa idah istrinya itu, maka keduanya bisa lebih 

memikirkan kembali dengan matang tentang keputusan besar yang 

telah mereka buat. Sehingga jika diinginkan, maka suami dan istri 

dapat rujuk kembali di masa idah itu. 

 
82 Al-Mausu’ah al-fiqhiyyah al-kuwaitiyyah jilid 29 h. 353 
83 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 558. 
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2. Bagi sang mantan istri 

          Dalam buku al-Ghayah wa al-Taqrib, Syekh Abu Syuja 

mengemukakan bahwa perempuan yang beridah dari talak raj’i (talak 

yang bisa di rujuk) wajib diberi tempat tinggal dan nafkah. 

Sedangkan perempuan yang ditalak bain wajib diberi tempat tinggal 

tanpa nafkah kecuali ia sedang hamil. Berikut adalah hak dan 

kewajiban perempuan ketika sedang dalam masa idah. Yang dimana 

hak dan kewajiban ini akan bertambah waktunya dikarenakan 

perbedaan jangka waktu masa idah menurut UU. No. 1 ahun 1974 

dan Fikih Munakahat. 

1. Perempuan yang sedang beridah dari talak raj’i berhak mendapat 

tempat tinggal yang layak, nafkah, pakaian, dan biaya hidup 

lainnya dari mantan suami, kecuali jika ia nusyuz (durhaka) 

sebelum dicerikan atau di tengah-tengah masa idahnya. Hal itu 

berdasarkan firman Allah Q.S. at-Thalaq/ 65: 1 

ُّ  أيَ ُّهَا يَ  ةَ  وَأَحْصُوا لِّعِّدَّتِِِّّنَّ  فَطلَ ِّقُوهُنَّ  الن ِّسَاءَ  طلََّقْتُمُ  إِّذَا النَّبيِّ  اللَََّّ  وَات َّقُوا ۚ   الْعِّدَّ

شَةٍ  يََتِّْيَ  أَنْ  إِّلاَّ  يََْرُجْنَ  وَلَا  بُ يُوتِِِّّنَّ  مِّنْ  تُُْرِّجُوهُنَّ  لَا  ۚ   ربََّكُمْ   مُبَ ي ِّنَةٍ  بِّفَاحِّ

Terjemahnya: 

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka 

hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka 

dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah 

waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allâh Rabbmu. 

Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan 
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janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka 

mengerjakan perbuatan keji yang terang.84 

 

          Maka perbedaan jangka waktu masa idah menurut UU. No. 

1 Tahun 1974 dan Fikih Munakahat menyebabkan bertambahnya 

waktu untuk tetap tinggal di rumah mantan suaminya, sehingga 

dia tidak bisa langsung lepas atau keluar bebas dari rumah mantan 

suaminya.  

 

2. Perempuan yang sedang beridah dari talak bain, baik karena 

khuluk, talak tiga, aau karena fasakh, dan tidak dalam keadaan 

hamil, berhak mendapatkan tempat tinggal saja tanpa mendapat 

nafkah kecuali jika ia durhaka sebelum ditalaknya atau di tengah 

masa idahnya. 

3. Perempuan yang sedang beridah dari talak bain dan keadaan 

hamil juga berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah saja. 

Tidak berhak atas biaya lainnya. Hanya saja terjadi perbedaan 

pendapat, apakah nafkah itu gugur karena nusyuz atau tidak. 

4. Perempuan yang tengah menjalani idah dari talak raj’i tidak 

diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain atau menerima 

lamaran baru walaupun berupa sindiran. Sebagaimana dalam ayat 

Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2:235 

  ۥأَجَلَهُ  ٱلكِّتَ َٰبُ  يبَلُغَ  حَتَََّّٰ  ٱلن ِّكَاحِّ  تعَزِّمُواعُقدَةَ  وَلَا 

Terjemahnya: 

“dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad 

nikah, sebelum habis idahnya “85  

 

 
84 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 558. 
85 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 38. 
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 Salah satu dampak dari perbedaan jangka waktu masa idah 

menurut UU. No. 1 Tahun 1974 dan Fikih Munakahat 

menyebabkan bertambahnya waktu pula untuk mantan istri tidak 

boleh langsung menikah dengan laki-laki lain walaupun sudah 

banyak laki-laki lain yang mengantri untuk segera menikahinya. 

5. Perempuan yang sedang menjalani idah karena ditinggal wafat 

atau ditalak bain suaminya, tidak boleh menerima lamaran terang-

terangan, tetapi boleh menerima lamaran berupa sindiran atau 

penawaran, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah /2: 

235 

طبَةِّ  مِّن  ۦبِّهِّ  عَرَّضتُم  فِّيمَا عَلَيكُم جُنَاحَ  وَلَا  ءِّ  خِّ كُم فِّیٰۤ  أَكنَنتُم أوَ ٱلن ِّسَاٰۤ  عَلِّمَ  ۚ  أنَفُسِّ

رًّا تُ وَاعِّدُوهُنَّ  لاَّ  وَلَ َٰكِّن سَتَذكُرُونَهنَُّ  أنََّكُم ٱللََُّّ  ٰۤ  سِّ    ۚ  مَّعرُوفا تَ قُولُواقَول أنَ إِّلاَّ

Terjemahnya: 

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu 

dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan 

mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa 

kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu 

janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka 

secara rahasia, kecuali sekadar mengucapkan (kepada 

mereka) perkataan yang ma’ruf. 86 

 

Salah satu dampak lain dari perbedaan jangka waktu masa idah 

menurut UU. No. 1 Tahun 1974 dan Fikih Munakahat menyebabkan 

bertambahnya waktu pula untuk masa idah. Diamana laki-laki lain 

 
86 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 38. 
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selain mantan suaminya untuk tidak boleh melamar secara terang-

terangan (hanya boleh sindiran) 

6. Maraknya nikah sirri 

Diantara dampak lain akibat perbedaan masa idah ini pula yaitu 

maraknya nikah sirri. Hal ini dikarenakan waktu menunggu yang 

lebih lama yang diberikan pengadilan untuk bisa menikah lagi, 

sehingga ada yang memilih untuk menikah secara sirri terlebih 

dahulu baru nanti ketika pengadilan membolehkan menikah 

mereka menikah secara resmi. 

D. Implementasi UU. NO. 1 Tahun 1974 dan Fikih Munakahat dalam 

Hal Idah 

       Islam menentuka bahwa talak merupakan hak sepenuhnya yang 

berada ditangan suami. Dengan demikian menurut pandangan fikih 

klasik, suami boleh menjatuhkan talak kepada istrinya kapan saja dan 

dimana saja.  

       Terkait dengan tata cara menjatuhkan talak para ulama berbeda 

pendapat mengenai perlu tidaknya saksi dalam menjatuhkan talak. 

Jumhur fukaha berpendapat bahwa talak dapat terjadi tanpa 

dipersaksikan dihadapan orang lain, karena talak adalah hak suami 

sehingga suami bisa saja sewaktu-waktu menggunakan haknya tanpa 

menghadirkan dua orang saksi dan sahnya talak tidak tergantung kepada 

kehadiran saksi. Disamping itu, menurut mereka tidak ada hadis dari 
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Rasulullah saw. atau atsar 87  sahabat yang menunjukan diperlukannya 

kesaksian dalam menjatuhkan talak.88 

       namun al-Thabrisi menyebutkan firman Allah swt. dalam Q.S. al-

Talāq/65: 2. 

بَ لَغ كُوهُنَّ   أَجَلَهُنَّ   نَ فإَِّذَا  عَرُوفٍ   فَأَمسِّ عَفاَرِّ أوَ    بِِّ بِِّ  م ِّنكُم   عَدل  ذَوَی  وَأَشهِّدُوا  رُوفقُوهُنَّ 
رِّ ٱل  وَٱليَومِّ   بِّٱللََِّّّ   يؤُمِّنُ   كَانَ   مَن   ۦبِّهِّ   يوُعَظُ   لِّكُم ذَ   ۚ  ٱلشَّهَ َٰدَةَ للََِِّّّّ   وَأقَِّيمُوا   ٱللَََّّ   يَ تَّقِّ   وَمَن  ۚ   اَخِّ
 مَرَجا  ۥلَّهُ  يَجعَل

 

Terjemahnya: 

Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah 

mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan 

persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu 

dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. 

Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman 

kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada 

Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.89 

 

Al-Thabrisi menyebutkan bahwa ayat ini memerintahkan menghadirkan 

saksi untuk menjatuhkan talak. Dan ada diriwayatkan dari Ahlul Bait 

(Keluarga Rasulullah) semua, dan mempersaksikan talak hukumnya 

wajib serta masuk syarat sahnya talak.90     

        Pendapat inilah yang diambil oleh Undang-undang atau ketentuan 

yang akan diberlakukan harus menerapkan asas “Mempersulit Putusnya 

Perkawinan”91 Apabila kita perhatikan tuntunan Islam melanggengkan 

ikatan perkawinan dan larangan untuk menjatuhkan talak kecuali dalam 

 
87 Sunnah, Hadis, Bekas, Jejak. Lihat Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir 

Arab-Indonesia Terlengkap, h. 6. 
88 Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, Juz 2 (Cet. XIII; Beirūt: Dārul Kitāb al-‘Arabiy, 

1987), h. 230. 
89 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 558. 
90 Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, Juz 2, h. 230. 
91 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Pernikahan Angka 4 huruf (e)  
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keadaan darurat, maka Undang-undang tentang “Mempersulit Putusnya 

Perkawinan” sejalan dengan syariat Islam. Allah swt. berfirman dalam 

Q.S. al-Nisa/4: 35. 

فتُم  وَإِّن قَاقَ   خِّ   يوَف ِّقِّ   إِّصلَحا  يرُِّيدَاٰۤ   إِّن  أهَلِّهَاٰۤ   م ِّن  وَحَكَما   ۦأهَلِّهِّ   م ِّن  احَكَم  عَثوُاهِّمَا فَٱببيَنِّ   شِّ
ُ بيَ  خَبِّيرا  عَلِّيمًا  كَانَ   ٱللَََّّ  إِّنَّ  ۚ  نهُمَاٰۤ ٱللََّّ

Terjemahnya:  

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, 

maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan 

seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang 

hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah 

memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.92 

 

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya agama 

Islam sangat menginginkan agar ikatan perkawinan tersebut sedapat 

mungkin dipertahankan. 

        Disamping itu dijelaskan juga dalam hadis bahwa Nabi saw. 

menyatakan talak adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 

swt. 

 

ُ عَن ْهُمَا  -اِّبْنِّ عُمَرَ    عَنِّ  يَ اَللََّّ قاَلَ رَسُولُ اَللََِّّّ صلى الله عليه وسلم ) أبَْ غَضُ   :قاَلَ    -رَضِّ
رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهْ , وَصَحَّحَهُ الَْْاَكِّمُ , وَرَجَّحَ أبَوُ    ( الَْْلَالِّ عِّنْدَ اَللََِّّّ الَطَّلَاقُ 

 حَاتٍِِّ إِّرْسَالَهُ 
Artinya: 

  Dari Ibnu Umar ra. ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: 

Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah swt. adalah talak.93 

 

92 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.84.    
93 Muhammad Nashirddin Al-albani, Shahih Sunan Abu Dawud jild II ( Cet; I: Jakarta, 

Pustaka Azzam, 2015) no. 2180 dari jalur Katsir bin Ubaid dari Muhammad bin Khalid, dari 

Muarrif bin Washil, dari Muharib bin Ditsar. 
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Hadis ini menunjukan bahwa talak hanya boleh dijatuhkan dalam 

keadaan darurat. Artinya apabila masih ada jalan untuk berdamai maka 

sedapat mungkin sepasang suami istri itu mengambil jalan damai 

tersebut. 

        Berdasarkan nas-nas di atas, maka ketentuan yang berlaku di 

Indonesia bagi umat Islam yang menyatakan bahwa talak hanya jatuh di 

Pengadilan Agama, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 18 UU. NO. 

1 Tahun 1974 telah sesuai dengan tuntunan Islam.   

        Dari beberapa pendapat diatas penulis lebih mengambil pendapat 

yang mengatakan bahwasannya talak jatuh ketika diucapkan oleh suami, 

tidak wajib adanya saksi. Maka bisa di gabungkan antara 2 pendapat ini 

yaitu dengan tetap menghitung masa idah sejak kata talak dari mantan 

suami tetapi tetap juga mengikuti prosedur pemerintah secara perundang 

undangan.   

        Kemudian setelah kita mengetahui kesesuaian antara UU. NO. 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan fikih munakahat dalam masalah 

idah, maka kita diperintahkan untuk mengikuti prosedur yang diarahkan 

oleh Pemerintah kita. Karena tidaklah Pemerintah mengatur sedemikian 

Undang-Undang melainkan untuk kebaikan bersama. Sebagaimana 

disebutkan dalam Q.S. al-Nisā’/4: 59. 

 

ٱلرَّسُولَ وَأوُْلِّ ٱلأَ   أَطِّيعُواْ   اْ ٱلَّذِّينَ ءَامَنُو   ي ُّهَايََََٰ    شَيء  فيِّ   تَ نََٰزَعتُم  فإَِّن  ۚ  مِّنكُم  مرِّ ٱللَََّّ وَأَطِّيعُواْ 
رِّ ٱلأ يَومِّ ٱللََِّّّ وَٱلبِّ  تؤُمِّنُونَ ٱللََِّّّ وَٱلرَّسُولِّ إِّن كُنتُم  إِّلَى  فَ رُدُّوهُ  لِّكَ خَير ۚ  خِّ   وِّيلًا نُ تََ وَأَحسَ  ذََٰ
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Terjemahnya: 

 Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu 

berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia 

kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 

benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang 

demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.94

 

94 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.87.   
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

 

        Setelah penyusunan skripsi ini ditarik 3 kesimpulan sesuai dengan 

rumusan masalah, sebagai berikut: 

 

1. Dalam UU. No. 1 Tahun 1974 jangka waktu masa idah keabsahan 

talak dihitung ketika talak diikrarkan di pengadilan. Menurut Fikih 

Munakahat jangka waktu masa idah keabsahan talak dihitung sejak 

suami mengatakan kata talak kapanpun dan di manapun walaupun 

tidak di depan Pengadilan yang resmi. 

2. Dampak yang ditimbulkan karena perbedaan jangka waktu masa idah 

antara UU. NO 1 Tahun 1974 dan fikih munakahat antara lain 

menambah jangka waktu masa idah si perempuan karena menurut 

UU. NO 1 Tahun 1974 terpaut lebih lama daripada masa idah 

menurut fikih Munakahat sehingga si perempuan lebih lama terbebas 

dari hal-hal yang dilarang dalam masa idah. Bagi pihak laki-laki atau 

suami juga akan menambah waktu tanggungan nafkah si perempuan 

berupa tempat tinggal, pakaian, makanan dll.    

3. Mengikuti pelaksanaan jangka waktu masa idah menurut UU. NO 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan agama 

yang mengharuskan adanya saksi dalam perceraian. Maka dianjurkan 

kita mengikuti undang-undang yang sudah ditentukan oleh 

Pemerintah. 
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B. Saran 

 

         Setelah penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul” Jangka 

Waktu Masa Idah Keabsahan Talak menurut UU. No. 1 Tahun 1974 dan 

Fikih Munakahat” ini maka penulis dapat memberikan saran sebagai 

berikut: 

 

1. Pengadilan Agama merupakan lembaga yang menjadi tempat umat Islam 

menyelesaikan perkara perdata Islam, diharapkan dapat menjaga dan 

menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. 

2. Dalam mempersulit perceraian pihak Pengadilan Agama diharapkan 

semaksimal mungkin dalam menjadi hakam (penengah) diantara 

keduanya. 

3. Dalam penentuan masa idah, Kantor Urusan Agama (KUA) diharapkan 

menentukan jangka masa idah secara teliti. Agar tidak melanggar 

ketentuan dan hak-hak orang yang bersangkutan. 

4. Di luar tugas dari KUA dan Pengadilan Agama dalam jangka waktu 

masa idah ini, masyarakat juga harus ikut memperhatikan dan taat 

kepada ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan oleh pemerintah dan 

Pengadilan Agama karena pastilah ada banyak hikmah yang terkandung 

didalamnya.  
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